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ABSTRACT 
 
The purpose of this study to find out how the application of transparency 
and accountability in political parties. This research is a qualitative research 
deskrptif. This study took a party in Ngawi district. Data retrieval is done by 
interview and documentation. The results of this study are as follows: 
1. Party transparency is still inadequate in delivering information to the public or 
the public. The Party only provides when there is a society that asks and there is 
no awareness to publicly convey information relating to party policies, programs 
and finances. So the prevention of corruption is still worrying. 
2. The party's financial accountability shall only be made during the general 
elections held annually and only reported to the KPU. Fund management policies 
have not been publicly publicized. So the prevention of corruption is still weak. 
 
 
 
Keywords: accountability, tranparancy, corruptionand polical parties. 
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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan 
transparansi dan akuntabilitas di partai politik.Penelitian ini merupakan penelitian 
kualitatif deskrptif. Penelitian ini mengambi sebuah partai di kabupaten ngawi. 
Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi.Hasil 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Transparansi yang dilakukan partai masih belum memadai dalam penyampaian 
informasi kepada publik atau masyarakat. Partai hanya menyediakan ketika ada 
masyarakat yang meminta dan belum ada kesadaran untuk menyampaikan 
informasi terkait kebijakan, program dan finansial partai secara terbuka. Sehingga 
pencegahan korupsi masih menghawatirkan. 
2 Akuntabilitas finansial partai hanya dilakukan saat pemilihan umum yang 
diselenggarakan tiap tahunnya dan hanya dilaporkan ke KPU. Kebijakan 
pengelolaan dana juga belum dipublikaskan secara terbuka untuk masyarakat. 
Sehingga pecegahan korupsi masih lemah. 
 
 
 
Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, korupsi dan partai politik. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1. Latar Belakang 
 
 
Partai politik menjadi perantara antara pemerintah dan masyarakat. 
Sebagai organisasi yang mendelegasikan kadernya di legislatif maupun eksekutif, 
partai politik bisa menyampaikan dan mendesakkan kepentingan masyarakat 
melalui kebijakan pemerintah. Tetapi yang menjadi hambatan adalah kehadiran 
orang partai dikhawatirkan akan membuat keterpihakan kepada partai lebih besar. 
Menurut Raharjdo, “Mereka tentu saja akan sulit lepas dari bayang-bayang partai 
yang membesarkannya dan menghilangkan intervensi dari pimpinan partainya, 
khususnya dalam konteks perkembangan politik saat ini”. 
Demi  menjaga  kapabilitas  partai  politik  maka  perlu  undang-undang 
yang mengatur lebih jauh tentang partai politik yang mengedepankan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas. Setidaknya undang-undang tentang partai politik 
sejak pertama kali diterbikan pada tahun 1999 telah mengalami empat kali 
perubahan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011. Namun undang-undang tersebut masih mengalami 
kegagalan (Permadi dan Riharjo, 2015: 2). 
Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) sepanjang tahun 
 
2014 terjadi 629 kasus korupsi dan sebanyak 1.328 tersangka yang menimbulkan 
kerugian negara sebesar Rp 5,29 triliun. Kasus korupsi mengalami peningkatan 
sebesar 69 kasus dibandingkan selama tahun 2013, yaitu 560 kasus korupsi yang 
2  
 
 
 
 
 
 
menyebabkan kerugian Rp 7,3 triliun uang negara (Khairudin dan Erlanda, 2016: 
 
139).Seiring kasus korupsi yang terjadi akan menjadi sorotan publik terutama 
masyarakat yang mempunyai hak untuk mengetahui pertanggungjawaban 
pengelolaan dana, progam dan tujuan organisasi. 
Fenomena korupsi di Indonesia masih sangat jauh dengan harapan 
masyarakat.   Dari   kasus   korupsi   mega   proyek   E-KTP   dan   kasus   proyek 
Hambalang yang melibatkan orang-orang dalam pemerintahan ataupun partai 
politik. Kasus tersebut cerminan minusnya akuntabilitas suatu organisasi yang 
masih memikirkan kepentingan golongan, tidak lagi berada diatas kepetingan 
negara seutuhnya. Pelaksanaan akuntabilitas dapat menciptakan budaya 
transparansi, kejujuran dan pertanggungjawaban sebagai partai politik atau pejabat 
politik yang terpilih dalam mewakili suatu partai (Sagarino, 2015). 
Pemerintah sudah membuat banyak kebijakan dalam upaya 
pemberantasan korupsi, salah satunya melalui undang-undang. Namun demikian, 
upaya pemberantasan  korupsi  yang telah  dilakukan  di  Indonesia  dapat  dilihat 
bahwa upaya yang dilakukan masih cenderung parsial dan tidak memiliki desain 
strategi yang jelas sehingga dalam banyak hal tidak mampu mengurangi secara 
signifikan tingkat korupsi yang terjadi (Kurniawan, 2009: 116). 
Minimnya kajian yang mendalam terhadap permasalahan akuntabilitas 
publik pada akhirnya telah menyebabkan pemahaman  yang berbeda mengenai 
akuntabilitas publik serta ketidakmampuan dari sistem akuntabilitas publik 
yangada untuk dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Dengan adanya 
kajian  akuntabilitas  publik  dan  perubahan  yang  dilakukan  pemerintah  dalam 
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undang-undang yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dari partai 
politik, diharapkan kejahatan seperti tindak korupsi, kolusi dan pencucian uang 
dalam organisasi dapat di minimalisir. 
Kinerja organisasi publik seperti partai politik memiliki kaitan erat 
dengan transparansi dan akuntabilitas. Seperti halnya di bidang kebijakan publik 
yang lain, keberadaan transparansi dan akuntabilitas merupakan syarat mutlak 
untuk  membangun  kebijakan  dan  institusi   yang  efektif,  efisien,  dan  adil 
(equitable). Lingkup transparansi dan akuntabilitas harus menjangkau beberapa 
tingkat  kebijakan  mulai  dari  perumusan  kebijakan,  pengambilan  keputusan, 
sampai pada pelaksanaannya yang terjadi di segenap institusi (Kusuma, 2012). 
Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam memberikan 
informasi terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak- 
pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010: 17-18). Sedangkan 
akuntabilitas secara fundamental adalah mengenai pengungkapan (disclosure) 
terhadap informasi publik kepada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk 
mengetahuinya (Kholmi, 2013: 363). Untuk mewujudkan akuntabilitas dan 
transparansi dibutuhkan pengelolaan dan pelaporan kinerja organisasi yang baik 
agar informasi mudah dimengerti dan relevan bagi stakeholders. 
Dalam partai politik akuntabilitas dan transparansi sangat 
mengkhawatirkan. Simanjuntak (2009) dalam Budi dan Riharjo, (2015: 2) 
mengungkapkan bahwa partai politik miskin akuntabilitas. Demikian pula media 
masa  juga  mengkritik   bahwa   akuntabilitas   keuangan   partai   politik   lemah 
(Masduki, 2009; Radikun et al., 2008). Kurangnya partisipasi dalam menjalankan 
4  
 
 
 
 
 
 
transparansi dan akuntabilitas membuat pengawasan kinerja organisasi menjadi 
sangat rentan dengan tindak korupsi. 
Keterbukaan dan akuntabilitas merupakan dimensi yang harus 
dilaksanakan dalam mencegah praktik-praktik korupsi menurut Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi. Penerapan transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan agar 
kinerja organisasi publik menjadi baik, bersih dan berwibawa. Konsistensi 
penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi akan memberikan kontribusi 
positif terhadap pencegahan korupsi. Sehingga perwujudan organisasi yang bersih 
dan berwibawa di mata publik dapat terwujud (Asrida, 2012: 31). 
Penelitian ini dilakukan pada DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 
Ngawi. Dari data yang diperoleh, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan 
pemenang pemilu 2014 di Jawa Timur dengan 20 kursi. Hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat sebagai pemilih sudah percaya terhadap calon dari Partai PKB 
yang akan menduduki kursi DPRD. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu 
kabupaten yang berada pada wilayah Jawa Timur. 
Mengingat banyaknya kasus korupsi yang terjadi tidak membuat 
kepercayaan masyarakat turun pada partai ini. Peneliti ingin mengetahui sejauh 
mana partai PKB dalam melakukan pencegahan korupsi dengan melaksanakan 
transparansi dan akuntabilitas. Sehingga partai PKB mendapat kepercayaan 
masyarakat. 
Pemilihan tingkat DPC dibandingkan dengan tingkatan lainnya 
dikarenakan DPC memiliki tugas dalam wilayah kabupaten, sehingga pengurus 
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partai lebih banyak berinteraksi dengan masyarakat. Terutama DPC melakukan 
tugas klarifikasi kepada masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dilakukan 
oleh anggota partai yang lebih tinggi. Tingkat partai politik yang lebih tinggi 
terlalu   fokus   dalam   hal   pelaksanaan   politik   di   tingkat   pusat.   Penelitian 
transparansi dan akuntabilitas partai sangat minim sekali, maka perlu kajian yang 
mendalam terkait penelitian di partai politik. 
Berdasarkan   uraian   di   atas,   peneliti   tertarik untuk   mengangkat 
permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “ Implementasi Transparansi 
dan Akuntabilitas sebagai upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada DPC PKB di 
Ngawi)”. 
 
1.2. Identifikasi Masalah 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalahnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Terdapat  banyak  masalah  dalam  upaya  pemberantasan  korupsi  yang 
dilakukan elit politik. Salah satunya tidak ada tindakan tegas dalam 
pelanggaran terkait transparansi dan akuntabilitas organisasi. 
2. Pelaksanaan  yang  belum  maksimal  terkait  peraturan  transparansi  dan 
akuntabilitas organisasi politik dalam pencegahan korupsi. 
3. Minimnya peneraapan transparansi dan akuntabilitas menyebabkan 
pencegahan korupsi sangat buruk. Dibuktikan dengan banyaknya kasus 
korupsi. 
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1.3. Batasan Masalah 
 
Batasan masalah ini dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah 
dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat 
dimanfaatkan. Peneliti ini hanya berfokuskan pada  Implementasi Transparansi 
dan Akuntabilitas sebagai upaya Pencegahan Korupsi pada DPC PKB Ngawi. 
 
1.4. Rumusan Masalah 
 
 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 
dirumuskan permaslahan sebagai berikut: 
1. Bagaimana  penerapan  transparansi  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi 
pada DPC PKB Ngawi? 
2. Bagaimana  penerapan  akuntabilitas  sebagai  upaya  pencegahan  korupsi 
pada DPC PKB Ngawi? 
 
1.5. Tujuan Penelitian 
 
 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini diadakan dengan 
tujuan sebagai berikut: 
1. Untuk   mengetahui   penerapantransparansi   sebagai   upaya   pencegahan 
korupsi pada DPC PKB Ngawi. 
2. Untuk  mengetahui  penerapan  akuntabilitas  sebagai  upaya  pencegahan 
korupsi pada DPC PKB Ngawi. 
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1.6. Manfaat Penelitian 
 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
 
1. Akademisi 
 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi pengembangan teori 
bagi penelitian selanjutnya, sebagai sumbangan penelitian bagi yang 
membutuhkan. 
2. Partai Politik 
 
 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam 
pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas untuk meminimalisir korupsi. 
3. Pemerintahan 
 
 
Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam upaya 
membuat kebijakan terkait undang-undang dalam mengatur transparansi dan 
akuntabilitas partai politik. 
 
1.7. Sistematika Penulisan 
 
BAB I PENDAHULUAN 
 
Dalam  bab  ini  berisi  tentang  Latar  Belakang  Masalah,  Identifikasi 
Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 
Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 
BAB II LANDASAN TEORI 
 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian terkait 
transparansi, akuntabilitas, korupsi dan partai politik. Dimana landasan tersebut 
berisi tinjauan pustaka penelitian yang dilakukan. Teori-teori tersebut diambil dari 
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berbagai referensi buku  yang ada, juga dari literatur dan semua ini berkaitan 
dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada landasan teori juga berisi 
kerangka pemikiran teoritis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
 
Bab ini berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, teknik 
pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
Bab ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, dan hasil 
penelitian. 
BAB VPENUTUP 
 
Bab ini memuat tentang kesimpulan yang diperoleh berdasarkan 
serangkaian pembahasan data yang telah dilakukan. Keterbatasan penelitian serta 
memuat tentang saran yang dapat berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan 
dan penelitian lainya. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
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BAB II KAJIAN 
TEORI 
 
 
 
2.1. Landasan Teori 
 
2.1.1.Akuntansi Partai Politik 
 
Akuntansi merupakan pencatatan tentang akivitas keuangan suatu 
instansi atau peusahaan. Laporan yang dibuat oleh partai politik adalah laporan 
keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. Pelaporan keuangan partai politik 
mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 45 tentang 
akuntansi untuk organisasi nirlaba yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan 
Indonesia). Terdiri atas laporan berikut ini (Bastian, 2007): 
1. Laporan posisi keuangan; 
 
2. Laporan aktivitas; 
 
3. Laporan perubahan dalam aktiva neto/ekuitas; 
 
4. Laporan arus kas; 
 
5. Catatan atas laporan keuangan. 
 
Selain mengacu pada PSAK No. 45, penyusunan laporan keuangan juga 
diatur dalam Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu, seperti UU No. 31 tahun 
2002 tentang partai politik dan UU No. 12 tahun 2003 tentang pemilu. Dalam 
pedoman penyusunan laporan keuangan untuk partai tentang tata administrasi dan 
sistem akuntansi keuangan partai politik diatur dalam SK KPU No. 676 tahun 
2003 (Bastian, 2007). 
 
Menurut   Hafild   (2008)   akuntansi   partai   politik   digunakan   untuk 
mengatur pelaporan keuangan partai politik, dengan adanya standar pelaporan 
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diharapkan   laporan   keuangan   organisasi   partai   politik   dapat   lebih  mudah 
dipahami, memiliki relevansi, dapat diandalkan, dan memiliki daya banding yang 
tinggi. Dengan demikian, transparansi di bidang keuangan dapat diwujudkan yang 
pada gilirannya penyalahgunaan dan pelanggaran keuangan oleh partai politik 
serta politik uang dapat dicegah atau setidaknya dikurangi (Hafild et.,al, 2008). 
Secara lebih rinci, tujuan laporan keuangan partai politik adalah 
memberikan informasi keuangan untuk : 
1. Akuntabilitas 
 
Mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan 
yang dipercayakan kepada partai politik dalam rangka pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan melalui laporan keuangan partai politik. 
2. Manajerial 
 
Menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan dan 
pengelolaan keuangan partai politik serta memudahkan pengendalian yang efektif 
atas seluruh aset, hutang, dan aktiva bersih (Hafild et., al, 2008). 
 
2.1.2.   Transparansi 
 
Menurut Andriyanto (2007: 20), transparansi merupakan keterbukaan 
secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif 
dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. 
Jubaedah at el,. (2008: 57-58) mengatakan bahwa transparansi 
merupakan prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk 
memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang 
penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi 
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pribadi, golongan, dan rahasia negara. Dalam memberikan informasi kepada 
masyarakat organisasi publik seperti pemerintah perlu mempertimbangkan 
kerahasiaan informasi yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik. Sehingga 
menjadikan kerisauan dan pergulatan berfikir ditengah-tengah masyarakat. 
Menurut Sfaratunnisa (2015: 7-8), transparansi adalah keterbukaan 
antara pemegang keputusan dengan para pemegang kepentingan untuk 
mendapatkan akses yang sama mengenai informasi sumber daya dan dana yang 
didapatkan dan digunakan oleh suatu organisasi. Transparansi memudahkan bagi 
masyarakat atau pemegang kepentingan untuk mencari informasi terkait kebijakan 
pemegang keputusan. 
Prinsip transparansi menurut Hapsari (2011) dalam Iswahyudi et,.al 
(2016: 158) mengatakan bahwa transparansi menghendaki adanya keterbukaan 
dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam 
penyajian   informasi.   Hal   ini   berkaitan   dengan   penyajian   terkait   kegiatan 
organisasi. 
Sedangkan dalam Islam, transparansi ini sesuai dengan firman Allah 
 
Swt pada surat Ibrahim ayat 4 yang berbunyi: 
 
ي ٓدي ٔ ء اشي ٍي َلّلا  مضيف  ٓىن ٍيبين ّٕيق ٌ اسهب لاإ ٕلسر ٍي ُاهسأر أي ىيكحنا سي سعنا ْٕٔ 
ء اشي ٍي  
“Kami  tidak mengutus seorang rasulpun, melainkan dengan bahasa 
kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada 
mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan 
memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan Dia-lah Tuhan 
yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. 
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Menurut Yunus (1991: 359-360), Allah mengutus tiap-tiap rasul kepada 
kaumnya dengan memakai bahasa kaumnya itu supaya dapat menerangkan 
petunjuk   dan   pengajaran   kepada   mereka, sehingga   faham   dan mengerti 
maksudnya. Transparansi dalam hal ini menyangkut dalam bahasa yang 
disampaikan, sehingga segala informasi dapat dipahami dengan mudah agar tidak 
ada kekeliruan dalam penyampaiannya. Ini harus diterapkan partai politik dalam 
menyampaikan informasi laporan pertanggungjawaban. 
Transparansi partai politik memliki peranan yang sangat penting dalam 
kegiatan pemerintahan karena sumber dana terbesar yang digunakan untuk 
membiyai kegiatan operasional berasal dari penyumbang, maka informasi 
mengenai keuangan partai politik perlu diungkapkan kepada masyarakat (Permadi 
dan Riharjo, 2015: 6). 
Transparansi pertanggungjawaban keuangan mensyaratkan adanya 
standar akuntansi keuangan bagi partai politik, pedoman audit partai politik, dan 
adanya  pedoman,  peraturan,  dan  prosedur  pelaporan  dana  kampanye  pada 
kegiatan pemilihan umum bagi partai politik (Hafild, 2008). 
Dalam pelayanan publik menurut Ratminto (2006) dalam Anggraini 
(2013: 205) mengatakan bahwa transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah 
dimengerti. Sehingga masyarakat secara mudah bertanya mengenai hasil kegiatan 
ataupun pengelolaan keuangan partai. 
Prinsip transparansi pelayanan publik, pelaksana harus terbuka pada 
setiap  tindakannya,  siap  menerima  kritikan  maupun  masukan,  serta  dapat 
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dipertanggungjawabkan, dan hal ini dapat dijelaskan pada karakteristik 
transparansi. Menurut Mardiasmo (2002: 19) karakteristik transparansi yang harus 
diperhatikan adalah: 
1. Informativeness (informatif). 
 
Pemberian  arus  informasi,  berita,  penjelasan  mekanisme,  prosedur,  data, 
fakta, kepada  stakeholders  yang membutuhkan informasi secara jelas  dan 
akurat. 
2. Openess (keterbukaan). 
 
Keterbukaan informasi publik memberi hak kepada setiap orang untuk 
memperoleh informasi dengan mengakses data yang ada di badan publik, dan 
menegaskan bahwa setiap informasi publik itu harus bersifat terbuka dan 
dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain dari informasi 
yang dikecualikan yang diatur oelh Undang-Undang. 
3. Disclusure (pengungkapan). 
 
Pengungkapan kepada masyarakat atau publik atas aktivitas dan kinerja 
finansial. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan 
wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi 
dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan 
sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan diluar apa yang 
diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. 
Albugis,   (2016:   80)   mengatakan   tujuan   transparansi   yang   dapat 
dirasakan oleh stakeholders dan lembaga adalah: 
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1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui 
kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial. 
2. Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi. 
 
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung jawab dan 
bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dan pelaksanaan kegiatan. 
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan. 
 
5. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai- 
nilai universal. 
Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa tujuan transparansi untuk 
menciptakan kepercayaan timbal balik antara organisasi sektor publik dan 
masyarakat melalui penyediaan informasi yang memadai dan menjamin 
kemudahaan dalam memperoleh informasi yang benar. Mengacu penjelasan Krina 
(2003: 15), maka indikator yang digunakan untuk mengukur transparansi adalah 
sebagai berikut: 
1. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur pada setiap hasil rencana 
dan kegiatan. 
a. Penyediaan informasi tentang hasil rencana dan kegiatan organisasi. 
 
2. Kemudahan akses informasi. 
 
a. Kemudahan  dalam  mengakses  informasi  mengenai  rencana  dan  hasil 
kegiatan. 
b. Kemudahan berinteraksi untuk menanggapi keluhan dari masyarakat. 
 
3. Menyusun suatu mekanisme pengaduan. 
 
a. Penyediaan sarana tata cara pengaduan. 
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b. Pengaduan hasil kegiatan organisasi secara terbuka. 
 
4. Meningkatkan arus informasi. 
 
a. Penyediaan sarana tekhnologi informasi. 
b. Kecepatan merespon pengaduan. 
c. Penyebaran informasi melibatkan media dan lembaga lain. 
 
 
 
2.1.3.   Akuntabilitas 
 
Akuntabilitas dalam bahasa inggris biasa disebut dengan accountability 
yang bisa diartikan dengan “yang dapat dipertanggungjawabkan”, atau dalam kata 
sifat disebut accountable. Banyak yang mengidentikkan accountability dan 
responsibility,  secara umum responsibility adalah tugas  yang diberikan atasan 
kepada bawahan untuk melaksanakan tugas kewajibannya (Susanto, 2015: 21). 
Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberi pertanggungjawaban 
atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, 
pimpinan suatu organisasi kepada pihak  yang  memiliki hak atau kewenangan 
untuk  meminta  keterangan  atau  pertanggungjawaban  (Adisasmita,  2011:89). 
Kinerja organisasi dapat dilihat dari sisi pertanggungjawabannya seperti 
pengelolaan dana, progam-progam yang sudah ditentukan, dan kebijakan yang 
sudah ditetapkan. Sehingga segala bentuk yang mengindikasikan penyelewengan 
wewenang dapat diawasi dan dikontrol oleh masyarakat. 
Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab atau menerangkan kinerja atau tindakan 
seseorang/badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki 
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hak  atau  kewenangan  untuk  meminta keterangan  atau dipertanggungjawabkan 
 
(Nurdjana, 2010: 210, dalam Fakrulloh, 2011: 109). 
 
Menurut  de Asis  (2006) dalam  Khairudin  dan  Eelanda (2016:  145) 
menyatakan bahwa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas atau 
mencegah praktek korupsi salah satunya yaitu meningkatkan akuntabilitas. 
Akuntabilitas diyakini dapat memberikan kontribusi dalam usaha mereduksi 
praktek korupsi di kalangan elit politik. 
Manfaat akuntabilitas upaya perwujudan sistem akuntabilitas pada 
organisasi dimaksudkan untuk (Waluyo, 2007:182, dalam Albugis, 2016: 81): 
1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi 
 
2. Mendorong terciptanya transparansi dan responsiveness organisasi. 
 
3. Mendorong partisipasi masyarakat. 
 
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara   efisien, efektif, 
ekonomis dan responsife terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. 
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui 
pengembangan pengukuran kinerja. 
6. Mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan 
disiplin. 
7. Mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 
 
Prinsip akuntabilitas kepada publik harus digunakan untuk menciptakan 
sistem kontrol yang efektif dalam penyampaiannya kepada masyarakat. Hal ini 
juga harus digunakan kepada organisasi yang diberi mandat dalam melaksanakan 
setiap progam yang dilakukan oleh organisasi publik. Prinsip akuntabilitas dikutip 
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dari Modul Sosialisasi Sistem Akip (LAN dan BPKP, 2000: 43) adalah sebagai 
berikut: 
1. Harus   ada   komitmen   dari   pimpinan   dari   seluruh   staf   instansi   untuk 
melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel. 
2. Harus merupakan suatu sistem  yang dapat menjamin penggunaan sumber 
daya secara konsisten dengan perudang-undangan yang berlaku. 
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah 
ditetapkan. 
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang 
diperoleh. 
5. Harus jujur, obyektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan 
manajemen instansi pemertintah dalam bentuk pemuktakhiran metode dan 
teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas. 
Prinsip-prinsip diatas menjelaskan bahwa akuntabilitas adalah segala 
kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan baik berupa keberhasilan maupun 
kegagalan progam kegiatan secara terbuka, komitmen, konsisten, jujur, obyektif 
dan inovatif dalam pencapaian tujuan dan sasara yang telah ditetapkan sesuai 
peraturan yang berlaku. 
Menurut  munir  (2007:  31),  akuntabilitas  ini  sesuai  dengan  hadist 
 
Rasulullah SAW, riwayat Tirmidzi: 2341 dan Damiri: 536, 538 yang berbunyi: 
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دق ٔلسز لا  ىهس ٔ ّيهع َلّلا  اهل َلّلا  ٕلسر ل اق ل اق يي لاسلأا ةرزب يب أ ٍع  
 
 
اي ٍع ٔ ّب معف اي ًّهع ٍع ٔ ُِافأ ًايف ًِرع ٍع لأسىيتح تي ايقنا ٕوي دبع اي  
 
 
. لابأ ًايف ًّسج ٍع ٔ ّقَفأ ًايف ٔ ّبستكا ٍيأ ٍي ّن  
 
 
Dari Abu Barzub Al-Islami berkata bahwasanya Rasulullah Saw telah 
berkata:   “pada  hari kiamat   kelak   seorang   hamba   tidak   akan 
melangkahkan kakinya kecuali akan ditanya tentang 4 perkara; tentang 
umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya sejauh mana ia 
mengamalkannya, tentang hartanya dari mana ia mendapatkannya dan 
untuk apa ia pergunakan, serta tentang semua anggota tubuhnya apa 
yang ia perbuat dengannya”. 
 
Munir (2007: 32-33) mengatakan secara umum hadist tersebut 
membicarakan  tentang  4  tema  pokok  pertanggungjawaban  manusia dihadapan 
Allah SWT pada hari kiamat kelak, yaitu tentang umur, ilmu, harta, dan tubuh. 
Setiap manusia dipastikan akan mempertanggungjawabkan semua tindakan dan 
perilakunya didunia (Qs. Al-mudatssir:38). Dalam hal ini partai politik diharuskan 
bertanggungjawab pada setiap amanah yang diberikan masyarakat. 
Akuntabilitas merupakan mempertanggungjawabkan pengelolaan 
sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas 
pelaporan dalam mencapai tujuan yangtelah ditetapkan secara periodik (Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Akuntabilitas publik terdiri dari dua macam 
(Mardiasmo, 2002: 21), yaitu: akuntabillitas vertikal (verticalaccountability) dan 
akuntabilitas horisontal (horizontal accountability). Akuntabilitas vertikal adalah 
pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat. Sedangkan horizontal adalah 
pertanggungjawaban kepada masyarakat. 
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Pelaksanaan peranggungjawaban baik secara vertikal maupun hirizontal 
juga harus memperhatikan bentuk-bentuk akuntabilitasnya, Krina (2003: 11) 
menjelaskan beberapa bentuk akuntabilitas diantaranya adalah: 
1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang 
membutuhkan. 
2. Pembuatan  keputusan  sudah  memenuhi  standar  etika  dan  nilai-nilai  yang 
berlaku. 
3. Adanya  kejelasan  dari  sasaran  kebijakan  yang  diambil,  dan  sudah  sesuai 
dengan visi dan misi organisasi, serta peraturan yang berlaku. 
4. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan 
maupun prioritas dalam mencapai terget tersebut. 
5. Penyebaran informasi mengenai suatu putusan, melalui media massa, media 
nirmassa, maupun media komunikasi personal. 
6. Akurasi  dan  kelengkapan  informasi  yang  berhubungan  dengan  cara-cara 
mencapai sasran suatu program. 
7. Akses  publik  pada  informasi  atas  suatu  keputusan  setelah  dibuat  dan 
mekanisme pengaduan masyarakat. 
Bentuk akuntabilitas diatas menjelaskan bahwa segala hasil kegiatan 
harus dipertanggungjawabkan dengan cara melaporkan, mesosialisasikan dan 
mengkomunikasikan kepada semua pihak, termasuk menindaklanjuti terkait pihak 
yang kurang puas terhadap hasil kerja organisasi yang telah diberi mandat untuk 
melaksanakan programnya. Penyebarluasan informasi terkait pertanggungjawaban 
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organisasi dalam melaksanakan program-programnya dapat meningkatkan 
kepercayaan masyarakat sebagai pemberi amanah. 
Menurut  Hopwood  dan  Tomkins  (1984)  dan  Elwood  (1993)  dalam 
 
Susanto (2015: 24) dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi yaitu: 
 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. 
 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas dari lembaga- 
lembaga  publik  untuk  berperilaku  jujur  dan  menaati  ketentuan  hukum  yang 
berlaku dalam melaksanakan program dan tujuan organisasi. Akuntabilitas hukum 
berkaitan  dengan  pelaksanaan  organisasi  yang  harus  menaati  dan  mematuhi 
hukum yang berlaku, sedangkan akuntabilitas kujujuran berkaitan dengan 
penghindaran penyalahgunaan jabatan  yang menimbulkan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme. 
2. Akuntabilitas Manajerial. 
 
Akuntabilitas manajerial adalah pertangungjawaban lembaga publik 
untuk melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. 
Sehingga dapat dikatakan akuntabilitas manajerial sama dengan akuntabilitas 
kinerja. 
3. Akuntabilitas Program. 
 
Akuntabilitas program adalah suatu pertimbangan organisasi terkait 
dengan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. Lembaga-lembaga 
publik harus mempertanggungjawabkan program  yang telah ditetukam sampai 
pada pelaksanaan program. 
4. Akuntabilitas Kebijakan. 
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Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban terkait 
kebijakan yang sudah diambil. Lembaga publik hendaknya dapat 
mempertanggungjawabkan  kebijakan yang  telah  ditetapkan    dan 
mempertimbangkan dampak masa depan. Dalam penentuan kebijakan harus 
memperhitungkan tujuan kebijakan tersebut, mengapa tujuan itu diambil, siapa 
sasarannya, bagaimana dampak kebijakan itu kepada pemangku kepentingan dan 
apa saja manfaat dan negatifnya atas kebijakan tersebut. 
5. Akuntabilitas Finansial. 
 
Akuntabilitas finansial adalah pertanggjawaban lembaga-lembaga 
publik dalam menggunakan uang publik (public money) secara ekonomi, efisien 
dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana sehingga menimbulkan 
korupsi. Akuntabilitas finansial lebih menitikberatkan pad ukuran anggaran dan 
finansial. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sangat penting karena 
menjadi perhatian utama masyarakat. 
Mengacu penjelasan Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
dalam Susanto (2015: 24) diatas, maka idikator yang digunakan untuk mengukur 
akuntabilitas adalah sebagai berikut yaitu: 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. 
 
a. Setiap kebijakan patuh terhadap hukum dan peraturan. 
 
b. Pelaksanaan kegiatan organisasi yang sehat untuk menghindari terhadap 
penyalahgunaan jabatan. 
2. Akuntabilitas Manajerial. 
 
a. Pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien dan efektif. 
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b. Bertanggungjawab  pada  proses  dan  pelaksanaan  progam  yang  telah 
ditetapkan. 
3. Akuntabilitas Program. 
 
a. Pelaksanaan progam mendukung pencapaian tujuan organisasi 
 
b. Bertanggungjawab pada keputusan yang telah diambil beserta 
dampaknya. 
4. Akuntabilitas Kebijakan. 
 
a. Pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, dan efektif 
 
b. Bertanggungjawab pada inefesiensi pelaksanaan organisasi 
 
5. Akuntabilitas Finansial 
 
a. Penghindaran pemborosan, kebocoran, dan korupsi. 
 
b. Hasil pengelolaan laporan keuangan dipublikasikan pada masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
2.1.4. Partai Politik 
 
1. Pengertian Partai Politik 
 
Menurut Budiardjo (2004) dalam Bastian (2007: 150), partai politik 
adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai 
orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan 
politik  dan  merebut  kedudukan  politik  (biasanya),  dengan  cara  konstitusional 
guna melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.Sedangkan dikutip dari buku 
dasar-dasar ilmu politik (Budiardjo, 2004) Friedrich (1963), menyebutkan, partai 
politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan 
merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintah bagi pemimpin partainya. 
60  
 
 
 
 
 
 
Dalam  pasal  1  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2011 
dijelaskan bahwa Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan 
dibentuk  oleh sekelompok  warga negara  Indonesia  secara sukarela  atas  dasar 
kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 
kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara 
keutuhan  Negara  Kesatuan  Republik   Indonesia  berdasarkan   Pancasila  dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Definisi  dalam  undang-undang ini  menjelaskan  bahwa partai  politik 
mengemban peran dan tugas mulia dalam pemerintahan yang demokratis. Oleh 
karena itu, segala kegiatan yang dijalankan oleh partai politik hendaknya 
berorientasi pada kepentingan rakyat bukan pada golongantertentu. 
Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
 
Pasal 11 Ayat 1 menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai sarana : 
 
a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga 
Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan 
bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. 
c. Penyerap,  penghimpun,  dan  penyalur  aspirasi  politik  masyarakat  serta 
konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. 
d. Partisipasi politik warga negara Inonesia; dan 
 
e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme 
demokrasi dengan memperhatikan kesejahteraan dan keadilan gender. 
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Sehubungan dengan udang-undang diatas partai politik menjadi peran 
penting  dalam  tegaknya  negara  demokrasi.  Hal  ini  dikarenakan  posisi  partai 
politik  menjadi  sarana  aspirasi  masyarakat  dan  pemerintah.  Selain  itu,  partai 
politik   menjadi   sarana informasi   dalam   memberikan   pejelasan   mengenai 
kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. 
Partai politik merupakan wadah bagi masyarakat yang ingin masuk 
dalam badan pemerintahan. Bagi masyarakat biasa partai menjadi wadah aspirasi 
yang diamanahkan pada kader-kader partai yang sudah menjadi bagian dari badan 
pemerintah seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Adapun beberapa fungsi 
partai politik, yaitu: 
a. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Komunikasi Politik. 
 
Partai politik merumuskan kebijakan yang bertumpu pada aspirasi dari 
masyarakat. Kemudian rumusan tersebut diartikulasikan kepada pemerintah 
agar  dapat  dijadikan  sebagai  sebuah  kebijakan.  Proses  ini  menunjukkan 
bahwa komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dapat dijembatani 
oleh partai politik. Aspirasi masyarakat sangat penting bagi partai politik 
dalam memperoleh kepercayaan agar partai tersebut tetap eksis dikancah 
politik nasional. 
b. Partai Politik Berfungsi Sebagai Sarana Sosialisasi dan Pendidikan Politik 
 
(political socialization). 
 
Partai  politik  berkewajiban  untuk  mensosialisasikan  wacana  politiknya 
kepada masyarakat. Wacana politik dari sebuah partai politik dapat dilihat 
melalui  visi,  misi,  dan  platform  dan  program  partai  tersebut.  Dengan 
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sosialisasi ini diharapkan masyarakat akan menjadi semakin dewasa dan 
terdidik dalam politik. 
c. Partai   Politik   Berfungsi   Sebagai   Sarana   Rekruitmen   Politik   (political 
recruitment). 
Partai politik berkewajiban melakukan seleksi dan rekruitmen dalam rangka 
mengisi posisi dan jabatan politik tertentu. Dengan adanya rekruitmen maka 
dimungkinkan akan terjadinya rotasi dan mobilitas politik. Tanpa ada rotasi 
dan  mobilitas  politik  maka  akan  terjadi  diktatorisme  dan  stagnasi  politik 
dalam sistem tersebut 
d. Partai  Politik  Berfungsi  Sebagai  Sarana  Peredam  dan  Pengatur  Konflik 
 
(conflik management). 
 
Negara demokrasi yang masyarakatnya bersifat terbuka, adanya perbedaan 
dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Akan tetapi pada 
masyarakat yang heterogen sifatnya, perbedaan pendapat baik yang 
berdasarkan etnis, status sosial, ekonomi, atau agama mudah sekali 
mengundang konflik. Dengan adanya partai politik pertikaian-pertikaian 
tersebut dapat diminimalisir (Budiarjo, 2006 : 163). 
2. Sumber Keuangan Partai Politik 
 
Seperti yang diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 
 
Tahun 2011, dana yang digunakan partai politik untuk mendanai kegiatan 
politiknya dapat berasal dari iuran anggota, namun saat ini hampir tidak berjalan 
atau tidak ada partai politik yang menggunakannya sebagai sumber pendanaan 
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kegiatan politik. Hal ini dikarenakan nominal yang terkumpul tidak cukup untuk 
memenuhi kebutuhan parpol. 
Selain itu, hal tersebut juga dipengaruhi oleh pudarnya ideologi atau 
ikatan antara partai politik dan anggotanya, sehingga terdapat kecenderungan bagi 
partai politik untuk mendapatkan dana secara individual dari golongan tertentu 
demi menjaga eksistensi partainya. 
Sumber keuangan  partai  politik  yang selanjutnya  yakni  berasal  dari 
sumbangan yang sah menurut hukum. Sumbangan inilah yang paling diandalkan 
oleh  partai  politik  untuk  menjalankan  kegiatan  politik.  Hal  ini  dikarenakan 
nominal sumbangan yang cukup besar dapat dikantongi partai politik. Meskipun 
telah ada batasan yang mengaturnya, namun partai politik cenderung melampaui 
batas sumbangan yang ditetapkan. 
Kemudian sumber pendanaan partai politik yang terakhir adalah berupa 
bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara/Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (APBN/APBD).   Jumlah 
nominal yang diperoleh dihitung berdasarkan kursi legislatif yang diperoleh kader 
partai politik dan perhitungan secara teknisnya diatur lebih lanjut dalam peraturan 
pemerintah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009). 
Sedangkan, di beberapa negara hal ini lebih kompleks lagi seperti yang 
dipaparkan oleh Hafild (2003) dalam Permadi dan Riharjo (2015: 5) dimana 
sumber  keuangan  partai  politik  dibagi  menjadi  tujuh  macam,  yaitu  sebagai 
berikut: 
a. Iuran Anggota; 
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b. Sumbangan Perusahaan; 
 
c. Subsidi Dana Publik; 
 
d. Fasilitas Publik; 
 
e. Sumbangan Individual; 
 
f. Sumbangan Organisasi Buruh dan Sejenis; 
 
g. Sumbangan dari Pihak Asing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5. Korupsi 
 
1. Pengertian Korupsi 
 
Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 31  Tahun  1999,  tindak  pidana 
korupsi yaitu setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan 
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau 
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 
Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ada 30 jenis tindakan 
yang  dikategorikan  sebagai  tindak  pidana  korupsi.  Tindak  pidana  korupsi  itu 
dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu: (1) kerugian keuangan Negara; 
(2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan 
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curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi (Khairudin 
dan Erlanda, 2016 : 142). 
Sementara itu, dilihat dari kategori pelakunya,Warren (2004) dalam 
Kurniawan (2009: 118) membaginya menjadi enam kategori,yakni korupsi yang 
dilakukan oleh negara yang terdiridari tiga kategori (korupsi eksekutif, korupsi 
peradilan,  dan  korupsi  legislatif);  korupsi  yang  dilakukan  oleh  ranah  pubik 
(media, dan lembaga pembentuk opini publik lainnya); korupsi yang dilakukan 
oleh masyarakat sipil; serta korupsi yang dilakukan oleh pasar. 
Pengertian korupsi banyak artian menurut para ahli kriminolog, salah 
satunya menurut Philip (1997) dalam Azra (2002: 31-32) mengidentifikasi tiga 
pengertian luas yang paling sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang 
korupsi : 
a. Korupsi yang berpusat pada kantor publik (public office-centered corruption). 
 
Philip mendefini-sikan korupsi sebagai tingkah  laku dan tindakan pejabat 
publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal. Tujuannya untuk 
mendapatkan keuntungan pribadi, atau orang-orang tertentu yang berkaitan 
erat dengannya seperti keluarga, kerabat dan teman. Pengertian ini juga 
mencakup   kolusi   dan   nepotisme:   pemberian   patronase   karena   alasan 
hubungan kekeluargaan (ascriptive). 
b. Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum (public 
interest-centered). Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika 
pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik, melakukan 
tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan (apakah uang 
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atau  materi  lain).  Akibatnya,  tindakan  itu  merusak  kedudukannya  dan 
kepentingan publik. 
c. Korupsi  yang  berpusat  pada  pasar  (market-centered)  yang  berdasarkan 
analisa korupsi mengguna-kan teori pilihan publik dan sosial, dan pendekatan 
ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu 
atau kelompok menggunakan korupsi sebagai “lembaga” ekstra legal untuk 
mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan 
kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih 
mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. 
 
 
 
2. Penyebab Korupsi 
 
Klitgaard (1998) menyebutkan bahwa korupsi dikarenakan adanya 
monopoli kekuasaan terhadap barang dan jasa ditambah dengan adanya kekuasaan 
untuk  melakukan  diskresi  mengenai  siapa  yang  akan  atau  berhak  menerima 
barang atau jasa tersebut tetapi tanpa diimbangi adanya akuntabilitas. Terjadinya 
korupsi di sektor publik akan sangat tergantung pada sejumlah faktor yaitu: 
a. kualitas manajemen sektor publik. 
 
b. keadaan hubungan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat. 
c. kerangka hukum dan; 
d. tingkatan dimana proses sektor publik dilengkapi dengan transparansi. (Shah, 
 
2007). 
 
Pada  kasus  di  Indonesia,  Snape  (1999)  dalam  Kurniawan  (2009:  119) 
 
mencoba untuk menjelaskan sejumlah analisis penyebab korupsi. Menurut Snape 
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setidaknya  ada  tiga  faktor  yang  menjadi  penyebab  berkembangnya  korupsi, 
kolusi, dan nepotisme (KKN) di Indonesia, yaitu : 
a. Faktor  politik  yang  dicirikan  dengan  adanya  kesenjangan  akuntabilitas, 
transparansi, institusi demokrasi, dan pers yang bebas merupakan faktor 
penting yang memberikan kontribusi terhadap meluasnya korupsi dalam 
masyarakat Indonesia, khususnya di era Orde Lama dan era Orde Baru. 
b. Faktor ekonomi, intervensi pemerintah yang ekstensif dalam perekonomian 
dinilai Snape sebagai penyebab dari korupsi di Indonesia. Melalui intervensi 
ini memunculkan sejumlah keuntungan bagi sejumlah kecil masyarakat 
Indonesia, khususnya mereka  yang memiliki kekuasaan dan mereka  yang 
memiliki patron politik dengan penguasa. 
c. Faktor  budaya,  praktek-praktek  KKN  yang  terjadi  di  masa  Orde  Baru 
memiliki akarpada tradisi budaya masa lalu  Indonesia, khususnya budaya 
yang berlaku di Jawa (Snape, 1999; Schwartz,1994). Kebiasan-kebiasan ini 
meliputi kebiasaan dalam memberikan hadiah kepada penguasa; loyalitas 
kepada keluarga yang lebih kuat dibandingkan kepada negara; serta konsep 
kekuasaan Jawa yang hierarkis, tetap dan patrimoni. 
3. Dampak Korupsi 
 
Menurut Pope (2008) korupsi adalah perilaku yang merusak sistem 
sosial. Kebijakan politikdan sistem hukum disusun untuk melindungi elit politik 
yang korup, sekaligus menjadi alat untuk menghancurkan kekuatan sosial 
masyarakat yang ingin melawan. Berbagai keputusan penting demi kepentingan 
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orang banyak diambil berdasarkan pertimbangan kepentingan pribadi, 
tanpamempedulikan akibat sosialnya bagi kehidupan masyarakat banyak. 
Korupsi selalu mengakibatkan situasi sosial-ekonomi tidak pasti. 
Korupsi sering menjadi beban pajak tambahan atas sektor swasta. Investor asing 
sering memberi reaksi negatif atas hal ini. Sebuah negara dapat mencapai tingkat 
investasi asing yang optimal, jika negara bersangkutan terlebih dulu memberantas 
korupsi dan pajak tidak resmi atas para investor (Pope, 2008). 
 
 
 
 
 
 
4. Penanggulangan Korupsi 
 
Menyangkut korupsi di pemerintahan daerah, menurut de Asis (2006) 
dalam Khairudin dan Erlanda (2016: 143) terdapat lima strategi yang dapat 
dilakukan untuk memberantas korupsi, yakni meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas, penilaian keinginan politik dan titik masuk untuk 
memulai,mendorong partisipasi masyarakat, mendiagnosa masalahyang ada, serta 
melakukan reformasi denganmenggunakan pendekatan yang holistik. 
Menurut Shah (2007) pemberantasan korupsi membutuhkan 
pemahaman terhadap penyebab dari munculnya masalah korupsi tersebut pada 
sebuah negara/ daerah sehingga perlu dipertimbangkan kondisi pengaruh dari 
korupsi atau kualitas dari tata kelola pemerintahan yang ada di negara/daerah 
tersebut. 
69  
 
 
 
 
 
 
Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
menjelaskan ada 8 asas yang harus terpenuhi, yaitu : 
a. Asas kepastian hokum; 
 
b. Asas tertib penyelenggaraan Negara; 
 
c. Asas kepentingan umum; 
 
d. Asas keterbukaan; 
 
e. Asas proporsionalitas; 
 
f. Asas profesionalitas; 
 
g. Asas akuntabilitas. 
 
Dalam penelitian ini pengambilan asas hanya pada keterbukaan dan 
akuntabilitas, sehingga ketika transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas 
diterapkan dengan baik maka pencegahan korupsi di organisasi dapat 
diminimalisir. 
 
2.2. Hasil Penelitian yang Relevan 
 
Hasil penelitian terkait transparansi dan akuntabilitas banyak dilakukan 
pada lembaga-lembaga pemerintah dan  yayasan. Dalam penelitian ini terdapat 
kesamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terkait tempat dan metode 
penelitian.  Berikut  hasil  penelitian  yang  relevan  yang  dapat  dijadikan  acuan 
dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 
Hasil Penelitian Relevan 
 
Variabel Peneliti,   Metode, 
dan Sampel 
Hasil 
Penelitian 
Saran Penelitian 
Akuntabilitas 
keuangan 
partai politik di 
Banten. 
Anzar, 2011, 
metode kualitatif 
deskriptif, sampel 
partai politik di 
Banten. 
Akuntabilitas 
keuangan 
partai masih 
rendah. 
Perlu diadakan 
perluasan terhadap 
auditor yang 
memeriksa laporan 
keuangan partai 
politik. 
Akuntabilitas 
partai politik di 
kota Surakarta 
(akuntabilitas 
program partai 
PAN dan PKS) 
Nurrizqi, 2015, 
analisis deskriptif, 
ketua dan 
pengurus partai 
PAN dan PKS. 
Penerapan 
akuntabilitas 
progam kerja 
pada partai 
PAN dan PKS 
sudah cukup 
akuntabel. 
Untuk partai PAN 
dan PKS 
diharapkan dapat 
memperbaiki 
pengelolaan 
dokumen dan 
laporan keuangan 
Phenomenolog 
y study: 
Accountability 
of a political 
party in the 
context of local 
election. 
Triyuwono, dkk, 
2015, metode 
kualitatif, DPD 
Kabupaten 
Jombang. 
Akuntabilitas 
hanya 
digunakan 
sebagai 
formalitas 
partai politik. 
Untuk partai 
diharapkan 
memperbaiki 
kualitas laporan 
dana kampaye. 
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Persepsi 
pengurus 
partai tehadap 
akuntabilitas 
keuangan 
Kholmi, 2013, 
metode kualitatif, 
sampel anggota 7 
partai pemenang 
pemilu. 
Sangat setuju 
dengan 
akuntabilitas 
keuangan 
partai 
Perlu perluasan 
obyek penelitian 
diantaranya 
donatur, 
pemerintah, 
konstituen dan lain- 
lain. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Kerangka Berfikir 
 
Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi 
Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan 
sebagai badan publik  yang menerima sebagian atau seluruh  anggarannya dari 
negara (APBN/APBD). 
Berawal dari masalah peneraparan transparansi dan akuntabilitas partai 
politik yang sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian dengan indikator- 
indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana partai 
politik menerapkan transparansi dan akuntabilitas. 
Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah 
mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung 
seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai 
transparansi dan akuntabilitas, setelah mendapatkan informasi atas praktek dan 
data dari obyek penelitian, lalu dibandingkan dengan teori berupa indikator- 
indikator yang telah ditetapkan. 
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Dianalisis apakah ada perbedaan antara praktek penerapan transparansi 
dan akuntabilitas terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu 
disimpulkan sesuai atau tidak disertai dengan penjelasanya. 
Sehingga semakin baik transparansi dan akuntabilitas partai polotik 
maka upaya pencegahan korupsi juga meningkat sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengacu pada salah satu asas yaitu Asas 
Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. 
 
 
 
Gambar 2.1 
Kerangka berpikir 
 
Partai Politik 
 
 
 
 
 
Penerapan transparansi dan akuntabilitas 
 
 
 
 
 
Analisis 
 
 
 
 
Sesuai dengan prisip transparansi 
dan akuntabilitas 
Tidak sesuai dengan prinsip 
transparansi dan akuntabilitas 
 
 
 
 
 
Pemerintah   membuat   Undang-Undang   tentang   Keterbukaan   Informasi 
 
 
Publik (KIP) No 14 Tahun 2008 yang mewajibkan partai politik harus transparan 
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sebagai badan publik  yang menerima sebagian atau seluruh  anggarannya dari 
negara (APBN/APBD). 
Berawal dari masalah peneraparan transparansi dan akuntabilitas partai 
politik yang sangat minim sehingga perlu dilakukan penelitian dengan indikator- 
indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana partai 
politik menerapkan transparansi dan akuntabilitas. 
Langkah-langkah yang pertama dilakukan dalam penelitian ini adalah 
mengumpulkan data baik dengan metode wawancara atau metode tidak langsung 
seperti penelusuran dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian mengenai 
transparansi dan akuntabilitas, setelah mendapatkan informasi atas praktek dan 
data dari obyek penelitian, lalu dibandingkan dengan teori berupa indikator- 
indikator yang telah ditetapkan. 
Dianalisis apakah ada perbedaan antara praktek penerapan transparansi 
dan akuntabilitas terhadap indikator-indikator yang telah ditetapkan. Setelah itu 
disimpulkan sesuai atau tidak disertai dengan penjelasanya. 
Sehingga semakin baik transparansi dan akuntabilitas partai polotik maka 
upaya pencegahan korupsi juga meningkat sesuai dengan undang-Undang Nomor 
28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari 
korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengacu pada salah satu asas yaitu Asas 
Keterbukaan dan Asas Akuntabilitas. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
 
 
3.1 Desain Penelitian 
 
Desain penelitian adalah kerangka kerja yang digunakan untuk 
melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Desain penelitian memberikan 
prosedur untuk mendapatkan informasi  yang diperlukan untuk menyusun atau 
menyelesaikan masalah dalam penelitian. Desain penelitian merupakan dasar 
dalam melakukan penelitian. Oleh sebab itu, desain penelitian yang baik akan 
menghasilkan penelitian  yang efektif dan efisien. Klasifikasi desain penelitian 
dibagi menjadi dua yaitu, eksploratif dan konklusif. Desain penelitian konklusif 
dibagi lagi menjadi dua tipe yaitu deskriptif dan kausal. Dalam penelitian ini 
digunakan penelitian eksploratif dan deskriptif. 
Menurut Malhotra (2007), penelitian eksploratif bertujuan untuk 
menyelidiki suatu masalah atau situasi untuk mendapatkan pengetahuan dan 
pemahaman yang baik. Sementara itu, penelitian deskriptif bertujuan untuk 
menggambarkan sesuatu. Penelitian deskriptif memiliki pernyataan yang jelas 
mengenai permasalahan  yang dihadapi, hipotesis  yang spesifik, dan informasi 
detail yang dibutuhkan. 
Dengan digunakan metode kualitatif ini maka  data yang 
didapatkan  akan  lebih  lengkap,  lebih  mendalam,  kredibel,  dan  bermakna, 
sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Desain penelitian kualitatif ini 
dibagi dalam  empat tahap, yaitu: 
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1. Perencanaan 
 
Kegiatan  yang  dilakukan  dalam  tahap  ini  adalah  sebagai berikut: analisis 
penerapan transparansi dan akuntabilitas pada partai PKB. 
 
 
 
2. Pelaksanaan 
 
Pada   tahap   ini   peneliti sebagai   pelaksana   penelitian   sekaligus sebagai 
human  instrument  mencari  informasi  data,  yaitu  wawancara mendalam  pada 
bagian pengurus yang memahami tentang transparansi dan akuntabilitas. 
3. Analisis Data 
 
Analisis  data  dilakukan  setelah  peneliti  melakukan  wawancara mendalam 
terhadap bagian pengurus yang memahami tetang transparansi dan akuntabilitas. 
4. Evaluasi 
 
Semua data mengenai transparansi dan akuntabilitas kemudian dievaluasi 
dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. 
 
 
3.2.Subjek Penelitian 
 
Subjek penelitian sebagaiaman yang dikemukakan Spradley dalam 
Basrowi dan Suwandi (2008:188) merupakan sumber informasi. Adapun yang 
menjadi informan dalam penelitian ini adalah ketua DPC PKB, masyarakat yang 
bersinggungan dengan partai politik dan pengurus partai 
 
 
3.3. Sumber Data 
 
Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 
 
1. Data Primer 
76  
 
 
 
 
 
 
Menurut Purhantara (2010:79),“Data primer merupakan data atau 
informasi   yang  berhubungan   langsung  dengan   penelitian   dimana  data  ini 
diperoleh dengan cara melakukan dokumentasi”. Data–data tersebut berupa data 
hasil wawancara dan atau observasi langsung dengan pihak DPC PKB 
Karanganyar. 
2. Data Sekunder 
 
Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara 
tidak langsung dari objek penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atasstruktur 
data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya 
yang berkenaan dengan penelitian(Purhantara, 2010:79). Data sekunder yang 
diperlukan antara lain gambaran umum mengenai DPC PKB tersebut, serta data- 
data lain yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 
 
3.4.Teknik Pengumpulan Data 
 
Sugiyono (2010: 308) mengatakan teknik pengumpulan data merupakan 
langkah  yang  paling  strategis  dalam  penelitian,  karena  tujuan  utama  dari 
penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data ini sebagai cara 
operasional yang ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data yang diperlukan. 
Berhasil tidaknya suatu penelitian dapat bergantung pada data yang diperoleh. 
Oleh  karena  itu  sangat  perlu  diperhatikan  teknik  pengumpulan  data 
yang dipergunakan sebagai alat pengambil data. Dalam penelitian ini teknik 
pengumpulan data dilakukan adalah: 
1. Observasi 
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Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 
sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Menurut Sutopo 
(2002:64), “Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa 
peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekanan gambar”. Sedangkan 
Nasution mangatakan bahwa “ Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan” 
(Sugiyono, 2013: 310). 
Ada 3 macam observasi yaitu observasi berpartispasi (participant 
observation), obsevasi yang secara terang-terangan dan tersamar (overt 
observation and covert observation), dan observasi yang tak terstruktur 
(unstructured observation) (Sugiyono, 2010: 310). 
Penelitian ini menggunakan teknik observasi terus terang dan tersamar 
(overt observation and covert observation) yaitu peneliti dalam pengumpulan data 
menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan 
penelitian. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar 
dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang masih 
dirahasiakan. Observasi yang dilakuakan peneliti adalah dengan mengamati 
transparansi dan akuntabilitas DPC PKB Karanganyar. 
2.   Wawancara 
 
Sugiyono (2010:317) mengatakan bahwa “Wawancara digunakan 
sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 
pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam”. Ada 
beberapa macam wawancara yaitu: 
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a. Wawancara Terstruktur (Stuctured interview) 
 
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila 
peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa 
yang akan diperoleh. 
b. Wawancara Semi Terstruktur (semistructured interview) 
 
Wawancara jenis ini adalah untuk menemukan  permasalahan secara lebih 
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya. 
c. Wawancara Tak Terstruktur 
 
Wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 
wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 
datanya (Sugiyono, 2012:32). 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur. 
Artinya  dalam  wawancara  ini  menggunakan  pedoman  wawancara  tetapi  ada 
umpan  balik  dari  responden  yang  dirasa  perlu  ditanyakan  peneliti,  sehingga 
peneliti bisa menanyakan kepada informan walaupun didalam pedoman 
wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 
terhadap   pihak   ketua   DPC   PKB,   masyarakat,   dam   pengurus   DPC   PKB 
Karangnyar. 
Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti meminta ijin 
kepada informan untuk menggunakan alat perekam. Sebelum dilangsungkan 
wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas gambaran 
dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 
3. Dokumentasi 
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Menurut Sugiyono (2010: 329), “Dokumentasi merupakan catatan 
peristiwa yang sudah berlalu”. Jadi dokumen merupakan bahan tertulis yang 
berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen merupakan 
alat bukti pelaksanaan dari organisasi. 
Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang 
disimpan atau didokumentasikan seperti dokumen, data soft file, data otentik, foto 
dan arsip lainnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas DPC PKB 
Karanganyar yang dapat digunakan sebagai data pelengkap dari data yang 
diperoleh dalam kegiatan wawancara dan observasi. 
4. Studi Pustaka 
 
Yaitu Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari 
buku-buku referensi, laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media 
lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
 
 
3.5.Reliabilitas dan Validitas Data 
 
3.5.1. Triangulasi Sumber 
 
Pendekatan analisa data yang dipakai peneliti dalam keabsahan data 
menggunakan triangulasi sumber. Moleong (2007: 330) mengatakan bahwa 
triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 
Menurut Moleong (2001: 178) teknik triangulasi sumber dapat dicapai dengan 
jalan berikut: 
1.   Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2.   Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 
dikatakannya secara pribadi. 
3.   Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 
dengan apa yang dikatakanya sepanjang waktu. 
4.   Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 
dan   pandangan   orang   seperti   rakyat   biasa,   orang   yang   berpendidikan 
menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah. 
5.   Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
 
 
 
3.6.Teknik Analisis Data 
 
Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Analisis 
data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 
dari  hasil  observasi,  wawancara,  catatan  lapangan  dan  studi  dokumentasi, 
dengan cara  mengorganisasikan  data  ke  sintetis,  menyusun  ke  dalam  pola, 
memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat 
kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 
2009: 244). 
 
Dalam penggunaan teknik analisis data, penulis mengacu pada teknik 
yang sudah umum digunakan oleh para peneliti, yakni teknik analisis data model 
interaktif.  Langkah-langkah  analisis  data  interaktif  yaitu  pengumpulan  data, 
reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hal tersebut dapat dijelaskan 
sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
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Pengumpulan data merupakan kegiatan yang digunakan untuk 
memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat yang dikumpulkan melalui 
kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh masih 
berupa data mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan analisis agar data 
menjadi teratur. 
2. Reduksi Data 
 
Reduksi data merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, 
penyerdehanaan dan abstraki dari daya mentah. Di penelitian ini mereduksi data 
berasal dari data-data wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah 
dikumpulkan. 
3. Sajian Data 
 
Sajian data merupakan kumpulan dari beberapa informasi yang 
memungkinkan menjadi kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. Sajian data 
dapat berupa matriks, gambar atau skema, jaringan kerja kegiatan dan table. 
Semuanya dirakit secara teratur guna mempermudah pemahaman informasi. 
4. Penarikan Kesimpulan 
 
Penarikan kesimpulan diperoleh bukan hanya sampai pada akhir 
pengumpulan data, melainkan dibutuhkan suatu verifikasi yang berupa 
pengulangan dengan melihat dan mengecek kembali data mentah agar kesimpulan 
yang diambil lebih kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. 
Keempat komponen utama tersebut merupakan suatu rangkaian dalam 
proses  analisis  data  satu  dengan  yang  lain  sehingga  tidak  dapat  dipisahkan, 
dimana komponen yang satu merupakan langkah menuju komponen yang lainnya, 
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sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengambil 
salah satu komponen saja. 
Penarikan  kesimpulan  merupakan  hasil  dari  suatu  proses  penelitian 
yang tidak  dapat  terpisahkan  dari  proses sebelumnya,  karena merupakan  satu 
kesatuan.Untuk  lebih  jelasnya  dapat  dilihat  dalam  bagan  berikut  (Sugiyono, 
2009): 
 
Gambar 3.1 
Komponen Dalam Analisis Data 
 
 
 
Pengumpulan 
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Sajian 
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Kesimpulan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 
 
 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
 
Pada  bab  ini  peneliti  akan  menguraikan  data  dan  hasil  penelitian 
tentang  pernasalahan  yang  telah  dirumuskan  pada  Bab  1,  yaitu  Implementasi 
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Transparansi dan Akuntabilitas sebagai upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada 
 
DPC PKB di Ngawi). 
 
Perijinan  penelitin  ini  dilakukan  oleh  peneliti  dengan  menggunakan 
surat  dari  IAIN  selaku  perguruan  tinggi  yang  menaungi  peneliti.  Kemudian 
peneliti menggunakan surat tersebut sebagai perizinan kepada yang bersangkutan, 
yaitu DPC PKB di Ngawi. Proses perizinan di partai membutuhkan dua hari 
setelah itu peneliti diizinkan melalukan wawancara terhadap beberapa anggota 
partai. Wawancara dilakukan pada tanggal 11-18 Juni 2017. 
Hasil penelitian ini diperoleh dengan tehnik wawancara secara 
mendalam dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi 
langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis.Analisis ini terfokus pada 
pimpinan dan pengurus partai serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan partai 
atau dapat dikatakan sebagai simpatisan partai tersebut. 
Observasi yang dilakukan peneliti dengan melihat bagaimana proses 
berjalannya sebuah kegiatan partai. Kegiatan yang dilakukan berupa rapat-rapat 
dan pengajian-pengajian guna mencapai tujuan organisasi.Rapat-rapat yang 
dilakukan   partai   menyangkut   dengar   pendapat   dari   setiap   pengurus   dan 
masyarakat yang disampaikan dalam pembahasan tersebut.Pada sesi dengar 
pendapat banyak dari pengurus yang menyampaikan gagasan yang disampaikan 
masyarakat.Sehingga disini pengurus bertugas sebagai penyalur aspirasi dari 
masyarakat yang kemudian disampaikan saat rapat tersebut. 
Dari proses wawancara dan observasi tersebut peneliti melakukan 
penyederhanaan  dan  abstraksi  dari  data  yang  masih  mentah.  Penelitian  ini 
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mereduksi data dari data-data wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah 
dikumpulkan.Reduksi ini dilakukan agar informasi yang dikumpulkan lebih 
sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menganalisis data dan penarikan 
kesimpulan. 
Peneliti menutup identitas informan untuk menjaga nama baik antara du 
belah pihak. Sehingga dengan penelitian ini tidak ada yang merasa 
dirugikan.Selain itu informasi tentang partai bersifat sensitif dan peneliti berupaya 
menjaga bahasa yang digunakan lebih bersifat akademi dalam mengkritisi atau 
menganalisis data tersebut. 
Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat 
daftar pertanyaan untuk wawancara, pengumpulan data, dan analisis data yang 
dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mengetahui sejauhmana informasi yang 
diberikan oleh informan penelitian, peneliti menggunajan beberapa tahap: 
1. Pertama,  menyusun  draf  pertanyaan  wawancara  berdasarkan  unsur-unsur 
kredibilitas yang akan ditayakan pada narasumber atau informan. 
2. Kedua, melakukan wawancara dengan pempinan dan pengurus partai sebagai 
pelaksana kegiatan. Selain itu juga peneliti mewawancarai masyarakat sekitar 
tentang transparansi dan akuntabilitas partai. 
3. Ketiga, melakukan dokumentasi langsung dilapangan yang berkaitan dengan 
informasi penelitian. 
4. Keempat,  peneliti  melakukan  proses  seleksi  dan  pemfokusan  data  yang 
diperoleh  dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber atau informan. 
5. Kelima, peneliti menganalisis data wawancara yang sudah dilakukan. 
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4.1.2.   Struktur Organisasi 
 
Struktur organisasi dibentuk untuk mengukur kinerja dan hubungan tata 
kerja,  sehingga  terbentuk  suatu  jalinan  hubungan  kerja  yang  harmonis  dari 
masing-masing bagian maupun karyawan. Dengan struktur organisasi yang dibuat 
diharapkan akan mampu tercipta efesiensi kerja yang tinggi. Struktur organisasi 
DPC PKB Ngawi sebagai berikut: 
Gambar 2.1 
Struktur Organisasi DPC PKB Ngawi 
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Dewan Mustasyar adalah penasihat partai yang memberikan nasehat- 
nasehat organisai kepada Dewan Syura dan Dewan Tanfidz baik diminta maupun 
tidak diminta.Dalam hal ini dewan mustasyar mempunyai tugas dengan 
memberikan  nasihat-nasihat  kepada  pengurus  baik  dalam  sisi  rohani  ataupun 
dalam sisi roda organisasi.Sehingga memungkinkan setiap pengurus lebih berhati- 
hati dalam menjaga amanah rakyat. 
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Dewan Syura adalah dewan pimpinan partai yang membuat dan 
menetapkan kebijakan umum partai.Dewan ini memiliki salah satu tugas yaitu 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pedoman umum kebijakan utama 
partai oleh dewan tanfidz.Dalam hal ini dewan syuro melakukan pengawasan 
setiap kegiatan yang dilakukan partai dengan melihat pedoman-pedoman 
partai.Sehingga kegiatan penyelewengan dapat diminimalisir dengan keberadaaan 
dewa syura. 
Sedangkan  Dewan  Tanfidz  adalah  dewan  pimpinan  eksekutif  partai 
yang membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan strategis partai.Salah satu 
tugas dewan tanfidz yaitu melaksanakan dan mengelola kegiatan ataupun program 
partai secara efektif dan efesien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Tugas 
ini merupakan tugas yang berhubungan dengan tanggungjawab partai dalam 
mengelola dana APBD sehingga sesuai dengan aturan-aturan yang sudah 
ditetapkan oleh pemerintah dalam pengalokasian dana tersebut. 
 
Berikut ini daftar pertanyaan pada penelitian. Tanda centang (√) untuk 
 
setiap indikator yang nampak pada pernyataan. 
 
 
 
 
Tabel 4.2 
Indikator Transparansi yang diamati 
 
 
No  
Aspek yang diamati 
 
Responden 
 
Jum 
lah  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
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Transparansi 
        
 
1. 
 
Penyediaan informasi yang jelas tentang 
prosedur pada setiap rencana dan kegiatan. 
        
 
a.   Penyediaan informasi tentang 
rencana dan kegiatan organisasi. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
  
5 
 
2. 
 
Kemudahan akses informasi. 
        
 
a.   Kemudahan dalam mengkses 
informasi mengenai rencana dan 
hasil kegiatan. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
6 
 
b.   Kemudahan berinteraksi untuk 
menanggapi keluhan dari 
masyarakat. 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
√ 
  
5 
 
3. 
 
Menyusun mekanisme pengaduan. 
        
 
a.   Penyediaan sarana tata cara 
pengaduan. 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
  
√ 
 
5 
 
b.   Pengaduan hasil kegiatan organisasi 
secara terbuka 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
  
5 
 
4. 
 
Meningkatkan arus informasi. 
        
 
a.   Penyediaan sarana teknologi. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
7 
 
b.   Kecepatan merespon pengaduan. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
   
4 
  
c.   Penyebaran informasi melibatkan 
media dan lembaga lain 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
6 
 
Tabel 4.3 
Indikator Akuntabilitas yang diamati 
 
 
No 
 
Aspek yang diamati 
 
Responden 
 
Jum 
lah  
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
  
Akuntabilltas 
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1. 
 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran 
        
 
a.   Setiap kebijakan patuh terhadap 
hukum dan peraturan 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
6 
 
b.   Pelaksanaan kegiatan organisasi 
yang sehat untuk menghindari 
terhadap penyalahgunaan jabatan. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
   
√ 
  
5 
 
2. 
 
Akuntabilitas manajerial. 
        
 
a.   Pengelolaan kegiatan organisasi 
secara ekonomis, efisien dan efektif. 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
√ 
  
5 
 
b.   Bertanggungjawab pada proses dan 
pelaksanaan program yang telah 
ditetapkan. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
6 
 
3. 
 
Akuntablitas program. 
        
 
a.   Pelaksanaan program mendukung 
pencapaian organisasi. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
  
5 
 
b.   Bertanggungjawabpada keputusan 
yang telah diambil beserta 
dampaknya. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
6 
 
4. 
 
Akuntabilitas kebijakan. 
        
 
a. Pengelolaan uang publik secaraa 
ekonomis, efektif dan efisien. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
  
5 
 
d. Bertanggunngjawab pada inefesiensi 
pelaksanaan organisasi. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
  
5 
Tabel berlanjut .... 
 
 
 
 
Lanjutan tabel 4.3. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
Akuntabilitas finansial. 
        
 
a.   Penghindaran pemborosan, 
kebocoran dan korupsi. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
  
√ 
 
√ 
 
√ 
 
6 
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b.   Hasil pengelolaan laporan keuangan 
dipublikasikan pada masyarakat. 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
√ 
 
7 
 
 
 
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 
4.2.1.   Penerapan Transparansi pada DPC PKB di Ngawi 
 
Setiap lembaga publik pemerintahan ataupun lembaga masyarakat baik 
itu lembaga yang besar maupun lembaga yang kecil pasti membutuhkan suatu 
acuan atau pedoman dalam mewujudkan organisasi yang bersih dari korupsi. 
Pencegahan korupsi itu dapat diminimalisir dengan melaksanakan prinsip 
transparansi  dan  akuntabilitas  pada  setiap  kegiatan-kegiatan  partai.  Sehingga 
setiap ada indikasi penyalahgunaan wewenang partai dapat diawasi oleh 
masyarakat dengan melihat informasi yang diberikan atau dipublikasikan partai. 
Prinsip transparansi menurut Hapsari (2011) dalam Iswahyudi 
et,.al(2016: 158)  mengatakan  bahwa transparansi menghendaki adanya 
keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan 
dalam penyajian informasi. Pelaksanaan transparansi berupa penyajian informasi 
dapat berupa cara partai dalam memberikan rencana kegiatan secara terbuka 
kepada masyarakat. Berikut hasil penelitian terkait transparansi partai PKB Ngawi 
dengan idikator yang telah ditetapkan: 
1. Penyediaan  Informasi  yang  Jelas  Tentang  Prosedur  pada  Setiap  Hasil 
 
Rencana dan Kegiatan. 
 
a. Penyediaan Informasi Tentang Rencana dan Kegiatan Organisasi. 
 
Penyediaan tentang rencana dan kegiatan organisasi berkaitan dengan 
cara organisasi dalam penyebarluasan informasi kegiatan yang akan dilakukan 
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oleh partai. Penyebarluasan informasi ini dapat dilihat dari bagaimana bentuk 
penyediaan yang diberikan partai agar masyarakat mengetahui rencana dan 
kegiatan partai. Bentuk penyediaan partai PKB ini dijelaskan oleh responden 1 
sebagai pimpinan partai: 
“Partai  menyediakan  informasi  kegiatan  melaui  website,  tetapi  hasil 
dari   kegiatan   partai   tidak   dipublikasikan   dengan alasan   bahwa 
masyarakat membutuhkan hasil fisik kegiatan  bukan berupa  laporan 
kegiatan. Selain itu berupa website, partai juga memberikan sarana 
informasi kegiatan dengan membuat pamflet-pamflet yang disebarkan 
pada masyarakat  ”. 
 
Penyediaan informasi kegiatan berupa pamflet atau brosur juga 
dibenarkan oleh anggota partai lainnya. Berikut pernyataan responden 2 sebagai 
pengurus: 
“Hasil kegiatan berupa laporan disimpan oleh partai untuk pembahasan 
didalam rapat, akan tetapi untuk masyarakat yang ingin bertanya terkait 
laporan hasil kegiatan, partai sudah mempersiapkan dokumennya. 
Sedangkan rencana kegiatan, partai membuat pamflet, brosur ataupun 
spanduk. Penyebaran informasi itu diharapkan agar masyarakat lebih 
mudah mengetahui rencana kegiatan partai”. 
 
Kemudahan masyarakat melihat informasi tersebut tergantung 
bagaimana partai menempatkan informasi tersebut pada tempat-tempat yang biasa 
dilihat  orang.  Proses  penyampaian  informasi  tentang  rencana  kegiatan  sudah 
sesuai dengan aturan yang ada. Penyediaan melalui pamflet, brosur dan spanduk 
membuat masyarakat lebih mudah mengetahui rencana kegiatan. Masyarakat 
banyak melihat informasi tersebut pada tempelan-tempelan di pos keamanan 
ataupun  pada  pohon-pohon  dipinggir  jalan.  Berikut  pernyataan  responden  7 
sebagai masyarakat: 
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“Masyarakat mengetahui rencana kegiatan partai berupa informasi yang 
diberikan partai melalui pamflet, selain pamflet masyarakat juga 
mengetahui dari baliho-baaliho yang dipasang pada sudut-sudut jalan 
dan juga dari pos-pos keamanan yang terdapat didesa-desa.” 
 
Dari  pernyataan diatas dapat dilihat bahwa partai melakukan 
penyediaan informasi rencana dan kegiatan dengan membuat brosur, pamflet dan 
baliho yang dipasang pada tempat-tempat yang dapat diketahui oleh 
masyarakat.Penempatan baliho pada bahu jalan dan pamphlet-pamflet yang 
ditempelkan pada pos kampling membuat informasi tersebut dapat dilihat oleh 
masyarakat. 
Dari   hasil   observasi   yang  dilakukan   peneliti   penggunaan   brosur 
memang sudah dilakukan dengan membuat format brosur yang akan disebarkan, 
akan tetapi karena waktu kegiatan dengan penelitian ini berbeda, peneliti tidak 
menemukan brosur yang sudah disebar. Akan tetapi partai menunjukkan dalam 
bentuk soft file. Selain itu peneliti juga menemukan spanduk yang yang 
menampilkan kader yang diusung partai, dengan program yang akan dijalankan 
oleh kader yang ada pada institusi pemerintah. Sehingga dapat dikatakan bahwa 
penyedian informasi tersebut sudah sesuai dengan prinsip transparansi. 
 
 
 
2. Kemudahan Akses Informasi. 
 
a. Kemudahan Dalam Mengakses Informasi Mengenai Rencana dan Hasil 
 
Kegiatan. 
 
Kemudahan dalam mengakses informasi ini terkait ada tidak nya aturan 
atau syarat yang ditetapkan oleh partai kepada masyarakat yang ingin mengakses 
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informasi.Dalam  pelayanan  publik  menurut  Ratminto  (2006) dalam  Anggraini 
(2013: 205) mengatakan bahwa transparansi yaitu terbuka, mudah dan dapat 
diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah 
dimengerti. 
Pada   DPC   PKB   Ngawi   peneliti   tidak   menemukan   syarat   yang 
ditentukan  oleh  partai,  sehingga  semua  masyarakat  dapat  mengakses  secara 
mudah. Sebagaimana pernyataan responden 1 sebagai pimpinan : 
”Tidak ada syarat khusus yang ditentukan partai untuk masyarakat yang 
berkeinginan mengakses hasil dari kegiatan partai. Hasil kegiatan tidak 
dipublikasikan  dikarenakan  untuk  evaluasi  dijajaran  kepengurusan. 
Akan tetapi pihak partai menyediakan tempat bagi masyarakat yang 
menanyakan”. 
 
Perntyataan beliau terkait tidak adanya hasil kegiatan itu dilakukan 
karena hasil dari kegiatan dibahas dalam rapat-rapat sehingga ada tindak lanjut 
kalau ada kekurangan tentang pelaksanaan program. Sebagaimana pernyataan 
responden 2 sebagai pengurus partai: 
“Partai tidak mensyaratkan terkait akses informasi, semua terbuka bagi 
masyarakat.Terkai hasil kegiatan itu hanya untuk internal partai, partai 
membutuhkan hasil itu untuk dibahas pada rapat-rapat pengurus. Setelah 
ada kesepakatan pengurus  tentang kekurangan  atau kelebihan  nantinya 
akan ditindaklanjuti”. 
 
Tidak adanya syarat yang diberikan partai dalam mengakses informasi 
juga disampaikan masyarakat yang biasa bertanya kepada partai terkait hasil 
kegiatan. Berikut pernyataan responden 7 sebagai masyarakat: 
“Dari pengalaman masyarakat yang pernah berkunjung ke sekretariat 
partai, partai tidak memberikan syarat untuk masyarakat yang 
mempunyai keingian bertanya terkait informasi kegiatan. Masyarakat 
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merasa  bahwa  dalam  mengakses  informasi  hanya  perlu  datang  ke 
kantor partai atau kerumah para pengurus partai”. 
 
Dari pernyataan diatas bahwa DPC PKB Ngawi tidak mempublikasikan 
hasil  kegiatan  karena  hasil  itu  untuk  evaluasi  internal  partai  dengan  harapan 
bahwa program yang dilakukan kedepannya lebih baik.Terkait kemudahan akses 
informasi tersebut partai PKB tidak mensyaratkan bagi setiap masyarakat yang 
ingin bertanya tentang hasil kegiatan. 
Hal ini juga dilihat oleh peneliti saat melakukan penelitian, dengan 
adanya masyarakat yang berumur 50-60 tahun sedang menanyakan kegiatan yang 
akan dilaksanakan oleh partai. peneliti tidak menanyakan secara detail maksud 
kedatangan masyarakat tersebut, karena menurut peneliti secara etika itu tidak 
pantas. Akan tetapi beliau (masyarakat) memberikan informasi hanya sebatas 
silaturahmi dan bertanya-tanya tentang kegiatan partai. 
Sehingga yang dilakukan partai dengan tidak adanya syarat 
memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan sudah sesuai dengan 
prinsip transparansi. 
b. Kemudahan Interaksi Untuk Menanggapi Keluhan dari Masyarakat. 
 
Interaksi partai dengan masyarakat harus intensif, karena partai 
merupakan wadah aspirasi  bagi masyarakat agar   partai  bukan hanya 
mementingkan golongannya tetapi  juga  mendengar   keluhan-keluhan dari 
masyarakat.Interaksi  DPC PKB Ngawi seharusnya sangat intensif.Karena 
pengurus dijajaran DPC (Dewan Pimpinan Cabang) sangat dekat dengan 
masyarakat.Cakupan  wilayah  kerja  juga  mempengaruhi  intensitas  pertemuan 
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pengurus dengan masyarakat. Pernyataan responden 1 sebagai pimpinan terkait 
kemudahan interaksi menanggapi keluhan dari masyarakat sebagai berikut: 
“ Kemudahan yang dilakukan pengurus partai dengan membuka rumah- 
rumah mereka untuk menampung asprasi dari masyarakat. Kemudian 
sekeretariat yang disediakan partai juga dianggap mempermudah akses 
untuk  masyarakat.  Banyak  dari  mayarakat  yang  bersilaturahmi  ke 
rumah pengurus untuk menyakan perkembangann partai PKB didaerah 
Ngawi.  Interaksi  ini  dilakukan  agar  masyarakat  lebih  mengetahui 
tentang track record pemimpinnya saat pemilihan umum berlangsung”. 
 
Berdasarkan pernyataan tersebut interaksi dilakukan ketika masyarakat 
datang kerumah pengurus ataupun kantor partai. Tetapi selain itu pengurus juga 
datang ke acara-acara yang diadakan masyarakat sehingga secara tidak sengaja 
interaksi itu sudah terbentuk. Berikut pernyataan responden 3 sebagai pengurus: 
“Partai melakukan pendekatan atau interaksi melalui acara-acara yang 
diselenggarakan masyarakat. Diantara waktu istirahat acara terkadang 
masyarakat bertanya terkait partai kepada pengurus yang hadir”. 
 
 
Pernyataan para anggota partai menunjukkan bahwa interaksi bukan 
hanya dilakukan satu pihak, melainkan partai dan masyarakat saling mendatangi 
satu sama lain. Masyarakat juga menyampaikan hal serupa terkait kemudahan 
interaksi dengan partai. Berikut pernyataan responden  7 sebagai masyarakat: 
”Dalam berinteraksi dengan pengurus partai, yang dilakukan 
masyarakat yaitu dengan datang kerumah-rumah anggota partai. Selain 
itu masyarakat juga  memanfaatkan acara-acara didesa untuk 
berinteraksi dengan pengurus partai”. 
Ada dua hal yang memudahkan interaksi antara partai dan 
 
masyarakat.Pertama, wilayah kerja DPC sebagai ujung tombak untuk menarik 
masyarakat agar mendapat dukungan, sehingga anggota partai harus 
mensosialisasikan program mereka kepada masyarakat.Kedua, masyarakat yang 
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masih memegang budaya lokal dalam berinteraksi yaitu sowanatau silaturahmi ke 
rumah-rumah pengurus. 
Pada saat peneliti mengikuti acara proses pelepasan haji yang diadakan 
di Masjid Jami’ Dusun Tempursari, peneliti dapat langsung melihat innteraksi 
yang dilakukam anggota partai dengan masyarakat. Interaksi yang dilakukan 
melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sekitar dengan anggota partai. Sebanyak 5-7 
oranng yang berinteraksi dengan membuat lingkaran disekitar serambi masjid. 
Dari pembahasan tersebut peneliti mendengar tentang acara Khotmil Qur’an yang 
akan diadakan oleh partai. Sehingga anggota partai meminta bagi siapa saja yang 
bersedia mengisi acara tersebut. 
Dua hal  inilah  yang menjadikan  interaksi  partai  dengan  masyarakat 
semakin mudah.Dalam hal ini DPC PKB Ngawi sudah sesuai dengan prinsip 
transparansi. 
3. Menyusun Suatu Mekanisme Pengaduan. 
 
a. Penyediaan Sarana Tata Cara Pengaduan. 
 
Menurut Nico Andriyanto (2007: 20),  transparansi merupakan 
keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi 
partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber 
daya publik.Partai politik sebagai organisasi publik wajib membuat sarana 
pengaduan. Dalam Perpres Nomor 76 Tahun 2013 menyatakan bahwa sarana 
pengaduan merupakan tempat atau ruangan dan segala kelengkapannya yang 
disediakan secara khusus untuk menerima pengaduan dari pengadu atau penerima 
pelayanan. Selain itu partai juga dapat menyediakan media untuk pengaduan yang 
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disampaikan secara elektronik. Terkait sarana pengaduan tersebut responden 1 
sebagai pimpinan menyatakan sebagai berikut: 
“Partai adalah sebuah lembaga yang bukan hanya bergerak dalam dunia 
politis saja, tetapi, juga menjadi penyalur aspirasi masyarakat. 
Pelaporan/pengaduan langsung bertempat pada sekretariat. Pemanfaatan 
teknologi terlihat dengan adanya  e-mail yang telah dibuat. Maksud itu 
tidak lain adalah untuk percepatan informasi dan juga sebagai solusi 
bagi warga/masyarakat yang kebetulan bertempat jauh. Partai akan 
merasa senang jika, apabila banyak mendapat laporan. Itu membuktikan 
masyarakat memiliki kepercayaan dan dapat bekerja sama. ”. 
 
Hal ini didukung oleh pernyataan responden 2 sebagai pengurus sebagai 
berikut: 
“Dari pihak pengurus Partai. Ketika jam kantor sudah tutup. Mereka 
masih  bersedia  menerima laporan  dari  masyarakat.  Terbukti  dengan 
masih membukakan untuk berkunjung dirumah dan juga memebrikan 
nomor hand phone (Hp). Hal itu dilakukan, karena jika ada laporan 
yang mungkin begitu urgen atau mendesak.”. 
 
Pernyataan tersebut memberikan keterangan bahwa partai sudah 
memberikan sarana pengaduan berupa sekretariat partai dan membuka rumah- 
rumah mereka untuk tempat pengaduan.Pihak partai juga menggunakan 
alternative lain dengan menggunakan media sosial sebagai bentuk kemodernan. 
Dari sana masyarakat dan partai terlihat adanya kerja sama dalam pengawasan dan 
ketertiban. 
Dari hasil pengamatan, partai menyediakan tempat berupa ruang rapat 
yang biasanya digunakan untuk acara dengar pendapat dari beberapa masyarakat 
dan untuk rumah-rumah pengurus yang dijadikan tempat pengaduan juga dialami 
oleh  peneliti  saat  bertemu  dengan  masyarakat  yang  bertanya  terkait  kegiatan 
partai yang sudah dijelaskan diatas. Peneliti juga mendapatkan nomor telefon 
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partai  yang  disediakan  pada  setiap  kop  surat  partai.  Selain  itu  partai  juga 
memberikan alamat e-mail yang ada pada kop surat. 
b. Pengaduan Hasil Kegiatan Organisasi Secara Terbuka. 
 
Penyelesaiain  pengaduan  dan  tindakan  korektif  harus  terbuka  bagi 
publik dan diinformasikan melalui informasi pelayanan publik.Terbukanya 
informasi pengaduan ini dilakukan agar setiap pengaduan yang dilakukan 
masyarakat memang telah dilaksanakan oleh partai.Pengaduan  yang dilakukan 
masyarakat  dijadikan  tolak  ukur  oleh  partai  bagaimana  program  yang  telah 
mereka laksanakan. Sebagaimana pernyataan responden 1 selaku pimpinan partai: 
“Pengaduan-pengaduan dari masyarakat bukan hanya persoalan tentang 
kemasyarakatan, tetapi juga mengenai kebijakan dan program Partai. 
Pengaduan/laporan setelah terkumpul, maka akan didiskusikan dalam 
rapat, hal itu dapat menjadi koreksi pengurus partai.. ”. 
 
Hasil  pengaduan yang  dilakukan partai hanya  sebatas internal 
partai.Dalam hal ini dapat dilihat bahwa pengaduan tersebut masuk dalam rapat- 
rapat partai yang kemudian menunggu  kesepakatan pengurus  untuk 
menindakanjuti laporan pengaduan tersebut.Partai merupakan organisasi yang 
membutuhkan  dukungan  masyarakat  untuk  memenangkan  pemilihan  umum. 
Untuk menjaga nama baik partai dan tidak adanya ambiguitas informasi 
dimasyarakat maka partai tidak membuka secara umum kepada publik terkait 
pengaduan tersebut. Berikut pernyataan responden 2 selaku pengurus partai: 
“Setelah selesai pembahasan dalam rapat internal. Maka, Partai akan 
mengambil sikap. Sikap ini tidak semua akan dipublikasikan. Karna 
melihat, persoalan bukan hanya terkait dengan kemasayarakat, tetapi 
ada pula masalah internal, yang mana harus diselesaikan secara 
organisatoris.” 
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Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa partai menampung 
pengaduan tersebut dan dibahas dalam rapat untuk mengambil keputusan.Setalah 
keputusan   itu   terlaksana   maka   pengaduan   tersebut   ditindaklanjuti   dengan 
menemui masyarakat.Tetapi terkait isi pengaduan tersebut hanya dilakukan oleh 
internal partai. Berikut pernyataan responden 6 selaku masyarakat atau pengadu: 
“Setiap laporan yang masuk dalam Partai. Tidak kemudian langsung 
mendapat keputusan. Hal itu, karna ada mekanisme atau rapat tersendiri 
dalam pembahasan untuk memecahkan masalah. Mengingat, kegiatan 
dan rapat dalam partai tidak hanya satu kali”. 
 
Informasi tersebut menunjukkan tidak adanya keterbukaan partai untuk 
pengaduan tersebut dikalangan masyarakat luas, partai hanya melakukan 
musyawarah dengan pihak pengadu setelah pembahasan dalam rapat internal 
partai.Maka dari itu DPC PKB belum memenuhi prinsip transparansi dalam hal 
pengaduan. 
4. Meningkatkan Arus Informasi. 
 
a.   Penyediaan Sarana Tekhnologi Informasi. 
 
Perkembangan dunia modern  yang mengakibatkan  banyaknya 
pengguna layanan internet mendorong partai menggunakan website dan media 
sosial untuk menyampaikan kegiatan  dan  rencana organisasi.Penyebaran 
informasi  menggunakan  teknologi  sangat  berguna karena  jangkauan  informasi 
teknologi sangat luas. Penggunaan teknologi juga efektif ketika penyebaran 
informasi terkendala jarak antara kantor partai  dengan masyarakat  yang jauh. 
Teknologi informasi dapat digunakan partai untuk penyebaran informasi dengan 
membuat website, twetter, facebook dan  sebagainya.  Berikut pernyataan 
responden 1 selaku pimpinan partai: 
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“Partai sudah membuat website dengan memberikan informasi berupa 
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan.Masyarakat dapat mengakses 
website tersebut melalui handphone mereka.dengan alamat 
http//dpcpkbngawi.blogspot.com. Selain itu partai juga memanfaatkan 
media sosial seperti facebook dan tweeter sehingga informasi itu lebih 
jauh jangkauannya. 
 
Pernyataan tersebut dibenarkan oleh masyarakat yang mengakses 
informasi kegiatan partai melalui media sosial. Berikut pernyataan responden 6 
sebagai masyarakat: 
“Melihat akhir-akhir ini banyak sekali informasi yang keliru (Hoax). 
Maka dari partai membuat wabsite resmi. Setiap program kerja telah 
tercantum dan itu dapat diakses oleh semua masyarakat. Untuk soal 
keuangan, saat ini masih bersifat internal.”. 
 
Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa partai menggunakan 
teknologi dalam penyebaran informasi, akan tetapi informasi yang terdapat dalam 
blogspot partai hanya sebatas kegiatan saja. Penggunaan informasi melalui media 
dapat mencegah terjadinya informasi yang kurang akurat atau tidak benar yang 
disebarkan oleh pihak lain, sehingga informasi yang dapat diandalkan harus dari 
alamat resmi partai. 
Peneliti mencoba mengakses media sosial yang digunakan oleh partai 
dalam penyebarluasan informasi. Peneliti mmenemukan beberapa media sosial 
yang digunakan seperti facebook,twetter, dan blogspot. Dari penelusuran tersebut 
peneliti menemukan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh partai, sehingga 
masyarakat mengetahui tentang aktivitas partai maupun para anggota partai. 
Informasi  yang  ada  pada  media  sosial  berupa  waktu  pelaksanaan  kegiatan, 
aktifitas partai seperti pelaksanaan Muscab (musyawarah cabang) dan kegiatan 
lainnya. 
100  
 
 
 
 
 
 
b. Kecepatan Merespon Pengaduan. 
 
Pengaduan masyarakat merupakan bentuk ungkapan ketidakpuasan 
masyarakat atas kualitas pelayanan yang diterima yang sering berujung pada 
lahitnya tuntutan public, seringkali dipandang sebagai hal yang buruk bagi 
kehidupan organisasi, termasuk partai politik.Kecepatan respon pengaduaan ini 
dapat dilihat dari sikap pengurus ketika menindaklanjuti pengaduan tersebut. 
Berikut pernyataan responden 1 sebagai pimpinan partai: 
”Dalam menindaklanjuti hasil keputusan rapat. Dari pihak partai terkadang 
juga mengajak masyarakat. Hal itu dilakukan agar tidak terkesan 
penyelesaian sepihak.” 
 
Respon yang dilakukan partai yaitu dengan menampung pengaduan 
tersebut dan membahas dalam rapat-rapat mingguan, kemudian setelah ada hasil 
kesepakatan  dari  para  pengurus  maka partai  dalam  skala  luas  mengajak 
msyarakat   untuk   musyawarah   untuk   menentukan   kebijakan   yang   diambil 
bersama. 
Pernyataan  para  angota  partai  juga  dibenarkan  masyarakat  setempat 
yang ikut dalam musyawarah dengan pengurus partai. Berikut pernyataan 
responden 7: 
“Pengaduan biasannya akan ditindaklanjuti satu bulan kemudian. Selain 
terdapat rapat-rapat internal. Partai juga sering mengadakan rapat per 
DAPIL, yang mana rapat itu dilaksanakan dalam waktu satu bulan satu 
kali”. 
 
Partai membutuhkan kesepakatan dari pengurus untuk menindaklanjuti 
laporan pengaduan tersebut.Dari keterangan informan diatas dapat dikatakan 
bahwa pengurus partai cepat dalam merespon pengaduan masyarakat dilihat dari 
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pertemuan-pertemuan   yang  diadakan  setiap  bulannya  antara  partai  dengan 
masyarakat. 
Dari hasil pengamatan peneliti terkait rapat-rapat yang diadakan partai 
cukup   intensif.   Partai   selalu   mengadakan   rapat   saat   ada   pengaduan   dari 
masyarakat ataupun terkait keputusan yang akan diambil oleh partai. Rapat 
melibatlan dari beberapa pengurus yang dapat hadir, karena setiap pengurus 
mempunyai daerah yang berbeda dengan pengurus lainnya, maka pengurus yag 
membawa pengaduan menyampaikan saat rapat. Sehingga pengaduan tidak hanya 
ada sattu daerah, melainkan dari beberapa daerah yang disampaikan oleh pengurus 
yag berbeda daerah pula. 
c. Penyebaran Informasi Melibatkan Media dan Lembaga Lain. 
 
Dengan melibatkan media dan lembaga lain dapat berguna ketika 
keterbatasan jangkauan informasi yang diberikan partai tidak maksimal. Media 
atau lembaga lain akan menyebarkan informasi tersebut kepada para anngotanya. 
Kemudian  anggota lainnya menyampaikan  kepada setiap  orang  yang  ditemui. 
Keterlibatan lembaga lain membuat masyarakat lebih mudah dalam menerima 
informasi. Berikut pernyataan responden 1 sebagai pimpinan partai: 
“Partai PKB menggandeng Muslimat dari Nahdhatul Ulama dan pondok- 
pondok pesantren dalam melakukan kegiatan. Biasanya kegiatan partai di 
Ngawi yang mayoritas muslim itu   kegiatannya berupa pengajian, jadi 
lembaga-lembaga tersebut pantas untuk dilibatkan”. 
 
 
Partai PKB di Ngawi banyak melakukan kegiatan berupa pegajian- 
pengajian, dikarenakan budaya di daerah Ngawi sendiri merupakan daerah yang 
mayoritas penduduk nya muslim. Lembaga-lembaga tersebut membantu dalam 
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penyebaran informasi kegiatan kepada para anggotanya.Dan setiap anggota itu 
dapat memberikan informasi kepada keluarga maupun orang-orang disekitarnya. 
Selain organisasi Muslimat yang dilibatkan, ada  organisasi Ansor yang dilibatkan 
partai dalam penyebaran informasi. Berikut pernyataan responden 5 sebagi 
masyarakat: 
“  Salah  satu  organisasi  yang  dilibatkan  yaitu  Ansor.  Pemilihan  ini 
dikaitkan dengan program yang dilakukan partai, mengingat kegiatan yang 
dilakukan berupa pengajian dan pelatihan-pelatiihan politik. Sedangkan 
untuk lembaga pers belum ada”. 
 
Dari keterangan diatas bahwa DPC PKB Ngawi juga melibatkan 
organisasi lain dalam penyebaran informasi, sehingga informasi tersebut dapat 
menjangkau lapisan masyarakat paling bawah. Prinsip transparansi pun terwujud 
dengan melibatkan lembaga lain dalam penyebaran informasi. 
Dari hasil pengamatan dilapangan ada beberapa anggota dari organisasi 
lain yang bekerjasama dengan partai dalam hal kegiatan ataupun lainnya. Para 
pengurus organisasi ini bertujua ikut membersarkan nama partai PKB diderah 
Ngawi. Mengingat secara kultur budaya kedua organisasi tersebut memiliki 
kesamaan dalam hal tujuan. 
 
4.2.2.   Penerapan Akuntabilitas pada DPC PKB di Ngawi 
 
1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran. 
 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas dari lembaga-lembaga 
publik untuk berperilaku jujur dan menaati ketentuan hukum yang berlaku dalam 
melaksanakan  program  dan  tujuan  organisasi.Peraturan  yang  digunakan  partai 
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dalam menentukan kebijakan harus mengikuti aturan hukum dan AD/ART partai 
yang disahkan partai dengan legalitas dari pemerintah. 
a. Setiap Kebijakan Patuh Terhadap Hukum dan Peraturan. 
 
Peraturan hukum ini mengatur partai dalam hal pendirian partai, 
pengelolaan APBD dan setiap kebijakan lainnya. Partai PKB menaati hukum 
pendirian partai sesuai prosedur SK dari pusat atau DPP Partai, sedangkan 
peraturan pemerintah dalam pengelolaan APBD dengan menggunakan dana 
tersebut sesuai dengan aturan yang ada. Akuntabilitas hukum juga menyangkut 
laporan keuangan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang 
bersangkutan.Dalam hal ini dapat berupa laporan keuangan ke pemerintah. 
Sehubungan dengan hal tersebut ini tanggapan responden 1 sebagai pimpinan: 
“Terkait hukum berdirinya partai, pihak partai sudah mempunyai SK 
pembentukan pengurus dari pusat. Selain itusurat dari pemerintah untuk 
berdirinya sekretariat partai juga sudah ada. Tentang aturan-aturan yang 
menyangkut internal partai menggunakan AD/ART yang   sudah 
ditetapkan. Sedangkan aturan pemerintah tentang  memberikan laporan 
dana kampanye juga sudah ditetapkan dengan memberikan laporan itu 
kepada KPU Ngawi”. 
 
Partai mengguakan SK dari pusat untuk menaati peraturan tentang 
pendirian DPC PKB Ngawi, dengan adanya SK ini maka pedirian partai sudah 
dianggap legal oleh pemerintah. Selain itu partai juga menaati aturan tentang 
pelaporan dana kampanye dengan melaporkan setiap kegiatan pemilu 
berlangsung. Pernyataan ketua didukung dengan pernyataan pengurus lain 
(responden 4) sebagai berikut: 
“Pendirian partai harus menunggu SK dari pusat.Itu sudah menjadi 
aturan dalam organisasi. Persoalan laporan dana kampanye diserahkan 
kepada KPU Ngawi, karna itu merupakan mekanisme dan masuk dalam 
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peraturan syarat untuk mengikuti pemilu. Sedangkan laporan dana 
APBD   pasti   untuk   kegiatan   masyarakat,   kalau   masalah   laporan 
keuangan itu internal partai ”. 
 
Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan dari masyarakat. berikut 
pernyataan responden 7: 
“Pendirian   partai   pasti mempunyai   syarat-syarat   tertentu   yang 
ditetapkan oleh pemerintah. Organisasi ada yang pusat, cabang, ranting 
dan lain-lain.Mereka mendapatkan administrasi atau legalitias dari 
pimpinan pusat. Kalau tidak, maka akan mendapat sanksi, dapat juga 
disebut ilegal.Kalau masalah laporan kampanya itu dilaporkan ke KPU 
Ngawi. Karna kalau laporan dana itu tidak disampaikan bisa di 
diskualifikasi. Dan selama ini, partai ikut dalam pilkada atau pemilu.” 
 
 
Berdasarkan keterangan tersebut partai sudah cukup baik dalam menaati 
peraturan yang ada.Dari adanya SK pusat yang ada dalam dokumen partai, 
sehingga partai  ini  legal.Dengan  adanya SK maka berdirinya  partai  ini  dapat 
dipertanggungjawabkan kegiatan dan aktivitasnya ditengah-tengah masyarakat. 
Ketaatan partai terhadap laporan dana kampanye juga diberikan kepada KPU. 
Peneliti  menemukan  dikumen  yang  dijadikan  legalitas  parta  berupa 
surat dari pengurus pusat partai PKB. Surat ini memuat penetapan pengurus pada 
periode sekarang, tentang nama-nama pengurus yang mengisi bidang-bidang yang 
ada di parta PKB Ngawi. Ketetapan surat ini ditandatangani oleh ketua pusat PKB 
yang berada di Jakarta. 
Sehingga berjalannya organisasi ini sudah mendapatkan legaliitas dari 
pemerintah yang mensyaratkan ditetapkannya cabang yaitu dengan mendapatkan 
surat keputusan berdirinya cabang dari pengurus pusat. 
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b. Pelaksanaan   Kegiatan   Organisasi   yang   Sehat   Untuk   Menghindari 
 
Terhadap Penyalahgunaan Jabatan. 
 
Dalam pelaksanaan kegiatan organisasi PKB mengacu pada AD/ART 
partai.Penyalahguanaan jabatan dapat diketahui dari kegiatan para pengurus dan 
AD/ART sebagai acuan apakah kegiatan itu menyalahi aturan atau tidak.Selain itu 
tindakan pencegahan dengan melihat dan mengawasi setiap berjalannya program 
setiap  bidang  pada  partai.  Berikut  pernyataan  responden  1  sebagai  pimpinan 
partai: 
“Pengawasan anggota itu dilakukan dengan melihat program kerja yang 
dilakukan partai apakah seuai dengan AD/ART atau tidak.Setiap 
kegiatan yang diusulkan atau dibuat oleh pengurus partai maka perlu 
untuk dibahas dalam rapat.Sehingga setiap kegiatan yang tidak sejalan 
dengan tujuan organisasi maka tidak bisa. Lebih dari itu, setiap kegiatan 
harus dilaporkan untuk pencairan dana. Setiap dana yang diminta tiap 
bidang harus dicatat dan memberikan nota pembelian itu kepada 
bendahara”. 
 
Penyalahgunaan dapat terjadi ketika pengawasan organisasi yang 
dilakukan  tiap  anggota  lemah.Pelaksanaan  pegawasan  di  DPC  PKB  Ngawi 
dengan melakukan pengecekan kegiatan yang dilakukan pada setiap anggota. 
Selain itu setiap kegiatan harus mendapat persetujuan dari anggota atau pengurus 
lain, ditakutkan nantinya ada naggota yang membuat kegiatan atas nama partai 
demi kepentingan pribadinya. Berikut wawancara dengan responden 2 sebagai 
pengurus: 
“Pengawasan melalui laporan-laporan yang diinformasikan saat rapat. 
Setiap kegiatan  yang dilakukan anggota itu dilihat apakah memakai 
nama partai atau nama pribadi. Ketika melalui nama partai harus ada 
ijin  atau  konfirmasi  kepada  anggota  yang  lain  melalui  pembahasan 
antar  pengurus.  Anggota  itu  tidak  bisa  kalau  secara  tiba-tibatanpa 
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pembahasan langsung mengadakan kegiatan. Itu menjadi pertanyaan, 
dari mana dana nya? Kepentingan apa dan siapa saja yang ada dibalik 
kegiatan itu?”. 
 
Pernyataan  para  pengurus  partai  didukung  oleh  masyarakat  yang 
melihat adanya delegasi dari ketua partai saat dilaksanakannya kegiatan. Hasil 
wawancara dengan responden 7: 
“Pastinya mereka mengunakan SOP.Pengawasan dapat dilakuakn oleh 
bidang yang bersangkutan dan dapat juga diwakilkan atau mandat. 
Pembagian untuk uang operasional sudah mendapat alokasi masing- 
masing untuk tiap-tiap bidang.”. 
 
 
Dengan   adanya   pengawasan   dari   anggota   lain   dapat   mencegah 
terjadinya penyalahgunaan jabatan. Dalam hal ini anggota partai dituntutharus 
saling percaya dan saling mengawasi dalam artian tidak mencurigai satu 
samalain.Informasi-informasi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pengurus 
sebagai tidak penyalahgunaan jabatan di DPC PKB Ngawi telah melaksanakan 
prinsip akuntabilitas. Partai juga bertanggungjawab terhadap pengelolaan kegiatan 
dengan menyertakan bukti setiap pembelanjaan pada saat kegiatan. 
Pada saat pelaksanaan penelitian, peneliti menemukan bagaimana 
mekanisme salah satu aktifitas yang melibatkan para pengurus, yaitu tentang 
pencairan dana APBD. Mekanisme itu dilakukan dari bendahara yag menghubugi 
ketua partai, yang kemudian bendahara beserta ketua mendatangi pemerintah 
daerah untuk melengkapi administrasi. Tanpa hahdirnya ketua partai, dana APBD 
tidak dapat dicairkan karenna sudah menjadi aturan dari pemerintah. 
Dari hal diatas menunjukkan adanya aturan yang menjadikan pengurus 
bergantung pada pengurus yang lain. Agar dana APBD tidak dapat dimonopoli 
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oleh segelintir orang. Karena dalam pencairan membutuhkan administrasi dari 
beberapa pengurus dan disahkan oleh ketua partai. 
2. Akuntabilitas Manajerial. 
 
a. Pengelolaan Kegiatan Organisasi Secara Ekonomis, Efisien dan Efektif. 
 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas manajerial adalah pertangungjawaban lembaga publik untuk 
melakukan pengelolaan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sehingga 
dapat dikatakan akuntabilitas manajerial sama dengan akuntabilitas kinerja. 
Pengelolaan organisasi secara ekonomis dapat berjalan ketika para anggota selalu 
menentukan antara dana yang dikelaurkan dengan manfaat yang diperoleh saat 
melaksanakan kegiatan ataupun pengadaan inventaris kantor. 
Pengelolaan organisasi di DPC PKB Ngawidilakukan melalui 
pembahasan dari para pengurus setiap diadakannya rencana kegiatan partai. Partai 
melakukan perbandingan saat ada pengalokasian dana untuk perangkat atau 
inventaris kantor, biaya perjalanan, dan lain-lain. Berikut pernyataan responden 1 
sebagai pimpinan: 
“Pengelolaan organisasi terkait dana APBD hanya digunakan untuk 
pengisian inventaris kantor dan kegiatan yang berguna bagi masyarakat 
seperti pendidikan politik, pelatihan-pelatihan dan pengajian. Kegiatan 
harus sesuai dengan minat masyarakat.Karena ketika simpati masyarakat 
itu banyak maka bagi partai simpati itu adalah suatu keuntungan. Contoh 
kegiatan yang ekonomis,    effisien   dan efektif ketika partai  PKB 
mengadakan pemutaran film di Ngawi. Walaupun dibuat sederhana tapi 
minat masyarakat sangat    tinggi.Sedangkan terkait dana  kampanye 
pengurus tidak akan melakukan kampanye dengan mobil mewah atau 
amplop-amplop  yang dibagikan  masyarakat,  melainkan dengan 
mengadakan acara-acara  diiringi pengenalan  calon  dan visi misi. 
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Kampanye harus sesuai dengan hasil yang didapat melalui spekulasi dari 
para pengurus.” 
 
Pembedaan  pengelolaan  antara dana APBD dan  dana kampanye  ini 
bertujan agar dana tidak tumpang tindih ketika pelaporan di pemerintah. Dan 
memudahkan partai dalam melakukan pencairan dana untuk kegiatan masyarakat. 
Partai juga tidak ingin menanggung resiko ketika dana APBD berkurang untuk 
menyokong  dana  kegiatan  kampanye,  karena  roda  organisasi  partai  berjalan 
dengan adanya dana APBD pemerintah disamping dana sumbangan-sumbangan 
perorangan. Informasi ini didapatkan dari wawancara dengan pengurus lainnya 
sebagai berikut: 
“Dana yang digunakan partai sesuai dengan kebutuhan, misalnya, 
pembelian peralatan harus menggunakan perbandingan antara manfaat 
dan mudharatnya . Pembelian peralatan tidak dilakukan jika barang 
atau alat inventaris masih dapat digunakan. Partai juga melakukan 
pemisahan dana APBD dengan dana kampanye dalam penggunaan nya. 
Penggunaan APBD diperuntukkan aktivitas kantor dan kegiatan 
kemasyarakatan, sedangkan dana kampannye untuk pemenangan calon 
legislatif.   ” 
 
Pengelolaan organisasi yang ekonomis, efektif dan efisien tidak hanya 
dilakukan partai dalam pengadaan inventaris kantor, selain itu partai juga 
mengelola kegiatan yang tidak terlalu mewah untuk masyarakat dengan memberi 
kenyamanan secukupnya. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk menghindari 
adanya indikasi pemborosan yang dilakukan oleh partai. Sedangkan dalam 
kampenye DPC PKB Ngawi hanya melakukan pertemuan untuk mengutarakan 
visi misi dari calon, sehingga dana kampanye yang dikeluarkan juga teidak terlalu 
banyak. Berikut pernyataan responden 7 sebagai masyarakat: 
“Pihak  partai  sangat  meminimalisir  penggunaan  dana  yang  terlalu 
besar, agar tidak ada indikasi pemborosan oleh partai. Masyarakakat 
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daerah Ngawi beranggapan bahwa partai tidak terlalu mewah dalam 
melaksanakan kegiatan, yang terpenting nyaman dan pantas untuk 
masyarakat”. 
 
Dari informasi diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan organisasi 
DPC PKB Ngawi sangat ekonomis, efisien dan efektif melaui perbandingan saat 
pengadaan inventasis kantor. Pengelolaan kegiatan juga dilaksanakan dengan 
sederhana dan dapat diterima dimasyarakat. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan partai 
tidak terlalu mewah dengan membuat kegiatan di alun-alun Kota Ngawi. Seperti 
pengadaan acara nonton bareng pemutaran film Sang Kyai hanya berupa layar 
ebar yang tidak menghabiskan dana terlalu besar. Selain itu kegiatan diadakan di 
sekretariat atau rumah  pengurus. 
b. Bertanggungjawab  Pada  Proses  dan  Pelaksanaan  Progam  yang  Telah 
 
Ditetapkan. 
 
Rancangan   program   yang   ditentukan   oleh   setiap   bidang   dalam 
organisasi  harus dilaksanakan  oleh berbagai  bidang  yang ada di  partai.Proses 
program-program ini ditetukan pada awal periode jabatan, pengambilan keputusan 
program melalui proses setiap bidang memberi gambaran tentang proker(program 
kerja) yang akan dilaksanakan pada kepengurusannya. Sehingga para pengurus 
akan melihat bagaimana program itu dapat menunjang cita-cita organisasi. 
Tanggungjawab program   yang   ditentukan   partai   ditangung   oleh 
segenap pengurus organisasi.Pertangugjawaban DPC PKB Ngawi yaitu dengan 
mengadakan rapat-rapat yang digunakan untuk evaluasi program yang telah 
dilaksanakan ataupun dalam proses pelaksanaan. Para pengurus menyampaikan 
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hasil-hasil terkait program, kemudian kendal-kendala yang ditemui oleh pengurus 
dimusyawarahkan bersama untuk pengambilan keputusan. Berikut pernyataan 
responden 1 sebagai pimpinan: 
“Setiap  pengurus  bertanggungjawab  dalam  melaporkan  hasil  kegiatan 
pada rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulannya dan setiap anggota 
punya tugas masing-masing dalam tiap wilayah garapnya.Maka disaat 
program itu mengalami kemacetan,ketua dan jajaran pengurus akan 
membahas persoalan-persoalan itu sehingga program yang macet itu dapat 
berjalan”. 
 
 
Pelaksanaan tanggungjawab terhadap program melalui keputusan saat 
rapat merupakan usaha partai dalam menjalankan program tersebut hingga selesai. 
Hal ini senada dengan yang diucapkan responden 2 berikut: 
“Ketika ada kendala maka setiap anggota yang membidangi kegiatan 
tersebut harus bertanggungjawab dan anggota yang lain membantu agar 
kegiatan tersubut berjalan.”. 
 
Tanggungjabwab partai dalam melaksanakan kegiatan harus selesai 
dengan tidak adanya keluhan dari masyarakat. Berikut pernyataan responden 6: 
“Disamping program yang lain, tanggungjawab pengurus terletak dalam 
kesanggupannya melaksanakan program dimasyarakat. Selama ini 
masyarakat sekitar belum pernah merasakan kekecewaan terkait 
pelaksanaan kegiatan partai” 
 
Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab 
program yang dilaksanakan yaitu melalui  musyawarah pimpinan cabang. Aturan 
itu ada pada AD/ART partai pasal 61 ayat 1 yang berbunyi musyawarah kerja 
cabang merupakan forum permusyawaratan pada tingkat cabang untuk 
mengevaluasi  serta  membahas  kinerja  dan  program-program  dewan  pengurus 
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cabang, membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan keputusan-keputusan 
musyawarah cabang, dan masalah-masalah lain yang dianggap penting. 
Musyawarah itu membahas tentang berjalannya program yang akan 
dilaksanakan ataupun dalam proses pelaksanaan. Tidak adanya keluhan dari 
masyarakat juga menjadi salah satu ukuran apakah program yang dikerjakan oleh 
partaib sudah tercapai atau belum.Sehingga ketika ada kekurangan dari partai 
dapat ditindaklanjuti melalui keputusan musyawarah partai. 
3. Akuntabilitas Program. 
 
a. Pelaksanaan Progam Mendukung Pencapaian Tujuan Organisasi. 
 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas program adalah suatu pertimbangan organisasi terkait dengan tujuan 
yang telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak.Lembaga-lembaga publik harus 
mempertanggungjawabkan program  yang telah ditetukan  sampai  pada 
pelaksanaan program.Setiap periode pengurus baru memiliki program-program 
yang harus dikerjakan sesuai dengan bidang masing-masing dengan rancangan 
yang sesuai dengan tujuan organisasi.Partai melihat pencapain tujuan organisasi 
dari berjalannya program-program para pengurus partai.Program yang berjalan 
membutuhkan anggota yang aktif di organisasi. Tanpa anggota yang aktif tidak 
mungkin sebuah program akan terlaksana. Berikut pernytaan responden 1 sebagai 
pimpinan: 
“ cara partai melihat kepengurusan yang aktif dilihat dari kehadiran dan 
kemajuan program yang sudah dicanangkan. Pengurus yang tidak pernah 
hadir dalam rapat tanpa alasan yang jelas dapat dipastikan bahwa pengurus 
tidak aktif dan otomatis program yang sudah ditetapkan tidak berjalan”. 
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Pelaksanaan program dapat berjalan ketika para pengurus akhtif dalam 
kegiatan yang sudah ditentukan saat awal periode jabatan.Suatu progam dikatakan 
berjalan ketika para anggota aktif terhadap kegiatan yang menjadi program 
kerjannya. Berikut pernyataan responden 7 sebagai masyarakat tentang keaktifan 
pengurus partai: 
“Mayoritas  pengurus  aktif walaupun ada satu  atau dua pengurus  yang 
kurang aktif. Ketidakaktifan pengurus dapat disebabkan kemalasan atau 
memang ada kesibukan diluar partai. Karena setiap bidang mempuyai 
tugas masing-masing, misalnya, PR (Public Relations) sebagai 
penyambung lidah rakyat. Ada juga pengurus yang bertugas sebagai 
diplomasi untuk menjalin kerja sama anatar kelompok lain sehingga tidak 
dapat hasir dalam rapat ataupun kegiatan yang lain.” 
 
Setiap program yang dirancang oleh anggota dibahas dalam rapat untuk 
mengetahui apakah program tersebut dapat menunjang tujuan 
organisasi.Berdasarkan keterangan diatas bahwa pengurus DPC PKB Ngawi aktif 
dalam kegiatan. Kalaupun ada anggota yang tidak aktif karna kesibukan atau 
tugas  lain  yang  berbeda  tempat,  sehingga  tidak  dapat  mengikuti  rapat  atau 
kegiatan. Dengan ditetapkan nya program yang sesuai dengan tujuan organisasi 
dan aktifnya pengurus maka dapat dikatakan bahwa program DPC PKB Ngawi 
sudah mencapai tujuan organisasi. 
Pada saat peneliti melakukan penelitian bertepatan dengan acara buka 
bersama denngan para pengurus PKB Ngawi. Peneliti melihat banyak anggota 
yang ikut hadir dalam kegiatan tersebut. Dari ketua, bendahara, sekretaris dan dari 
beberapa masyarakat sekitar sekretariat juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. 
Ini  menunjukkan  pengurus  PKB  senantiasa  hadir  dalam  beberapa  kegiatan 
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walaupun  jarak  yang  ditempuh  dari  rumah  pengurus  cukup  jauh.  Karena 
sekretariat partai terletak di pusat Kota Ngawi. 
b. Bertanggungjawab Pada Keputusan yang Telah Diambil Beserta 
 
Dampaknya. 
 
Keputusan partai harus dilaksanakan oleh setiap pengurus karena dalam 
AD/ART mengharuskan pengurus patuh terhadap setiap keputusan. Dampak dari 
segala kepurtusan juga ditanggung oleh pengurus berdasarkan hasil musyawarah 
pengurus.Sehingga ketika keputusan tersebut tidak menguntungkan partai maka 
seluruh anggota harus menerima dan bertangungjawab.Berikut pernyataan 
responden 1 sebagai pimpinan: 
“Pengambilan kebijakan dengan menimbang matang-matang hasil dari 
pembahasan.Kemudian pengambilan keputusan  dilakukan  dengan  cara 
musyawarah. Ketika musyawarah tidak ada titik temu maka pengurus akan 
memutuskan kebijakan dengan cara votting. Jadi setiap kebijakan yang 
tidak baik untuk organisasi asalkan banyak yang mendukung maka bisa 
saja diambil kebijakan itu melalui votting.Pengurus harus 
bertanggungjawab setiap keputusan karena sudah diatur dalam AD/ART”. 
 
Tanggungjawab pengurus terhadap keputusan partai sudah diatur dalam 
AD/ART, maka ketika ada alah satu pengurus di DPC PKB yang tidak mematuhi 
aturan  tersebut  maka  ada  sanksi  yang  diberikan  kepada  pengurus.Keputusan 
dalam mengusung calon wakil rakyat daerah juga tanggungjawab partai, sehingga 
ketika  pasangan  calon  itu  menderita  kekalahan  dengan  tidak  tepilih  maka 
pengurus menerima dengan tidak menyalahkan sesama pengurus. Berikut 
pernyataan pengurus partai: 
“Di partai cara pertama yaitu dengan musyawarah mufakat. Ketika 
musyawarah mufakat itu tidak menemui jalan maka diadakan votiing. 
Votting terbanyak lah yang akan diambil untuk memutuskan kebijakan 
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partai.Contoh yang paling sulit menerima keputusan itu saat pilkada atau 
pemilu.Biasanya suara pengurus pecah saat pemilihan kandidat walaupun 
saat rapat sudah ada keputusan siapa bakal calon yang maju.Kalau ada 
pengurus yang membelot terpaksa harus dikenakan sanksi sebagaimana 
yang diatur dalam AD/ART. 
 
Hal senada juga diuangkapkan pengurus lainnya: 
 
“Pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan untuk mufakat, tetapi 
ketika tidak ada kata mufakat maka suara terbanyak lah yang dijadikan 
pilihan terakhir untuk sebuah keputusan. Setiap keputusan harus diterima 
oleh  setiap  pengurus  karena  itu  sudah  menjadi  aturan  partai.  Bagi 
pengurus yang melanggar dapat terkena sanksi yaitu diberhentikan sebagai 
anggota, jika kesalahan nya itu fatal”. 
 
 
Keputusan setiap partai harus dilaksanakan oleh setiap pengurus, dalam 
AD/ART PKB pada Bab 1 pasal 7 tentang Kewajiban Partai.Setiap anggota yang 
melanggar keputusan tersebut dapat diberhentikan sesuai aturan partai yang 
tercantum pada AD/ART Bab 1 pasal 11 tentang Tata Cara Pemberhentian 
Anggota. 
Dari hasil observasi peneliti menemukan suatu keputusan yag 
menunjukkan tanggunngjawab setiap pengurus pada keputusan partai. Salah satu 
keputusan yaitu dalam mengusung calon Bupati Ngawi. Pada saat itu partai sudah 
mempunyai nama yang akan dicalonkan dalam pemilihan bupati. Tetapi karena 
suatu  keadaan  yang mengharuskan  partai  meniadakan  keputusan  terkait  calon 
yang diusulkan partai. Kemudian partai memutusakan menerima untuk berkoalisi 
dengan calon yang diusung partai lain. 
 
Dalam situasi seperti ini ada beberapa pengurus yag tidak sepakat akan 
adanya koalisi dengan partai lain. Akan tetapi keputusan sudah dibuat dan bagi 
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pengurus   yang   tidak   sepakay   harus   bertanggunngjawab   pada   pelaksanaan 
kampanye, karena hasil mufakat atau votting pengurus sudah diputuskan. 
4. Akuntabilitas Kebijakan. 
 
a. Pengelolaan Uang Publik Secara Ekonomi, Efesien, dan Efektif. 
 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan pertanggungjawaban terkait kebijakan 
yang sudah diambil. Lembaga publik hendaknya dapat mempertanggungjawabkan 
kebijakan  yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan dampak masa depan. 
Dalam penentuan kebijakan harus memperhitungkan tujuan kebijakan tersebut, 
mengapa tujuan itu diambil, siapa sasarannya, bagaimana dampak kebijakan itu 
kepada  pemangku  kepentingan  dan  apa  saja  manfaat  dan  negatifnya  atas 
kebijakan tersebut.Terkait pengelolaan uang publik berikut pernyataan responden 
1 sebagai pimpinan: 
 
“Partai  mempertimbangkan  kegiatan  yang mempunyai  manfaat  pada 
masyarakat.Contoh semisal pelatihan politik yang diadakan 
partai.Dapat  bermanfaat  bagi  masyarakat  agar  dapat  memilih  mana 
calon yang hanya jual janji dan mana yang mementingkan kepentingan 
rakyat. Selain itu kegiatan seperti seminar sedang direncanakan untuk 
memberikan pengarahan-pengarahan tentang pendidikan sosial, politik 
dan ekonomi.” 
 
 
Kebijakan pengelolaan keuangan publik harus sesuai dengan kebutuhan 
partai ataupun masyarakat. Pengelolaan uang publik dengan memberikan kegiatan 
pendidikan politik, seminar dan dialog interaktif kepada maysarakat akan 
menumbuhkan  pengetahuan  dalam  hal  politik sehingga masyarakat  tidak  buta 
dengan  politik.  Kegiatan  seperti  itu  penting  untuk  dampak  masa  depan  yang 
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menjadikan  masyarakat  tidak  tertipu  saat  pemilihan  wakil  rakyat.  Hal  ini 
dibuktikan dengan hasil wawancara dengan responden 4: 
“Partai harus bisa membedakan mana dana yang seharusnya untuk 
kegiatan organisasi dan dana untuk partai. Salah satu kegiatan dana 
publik yang dilaksanakan partai berupa pendidikan politik, pendidikan 
sosial, pendidikan ekonomi itu bagus untuk masa depan masyarakat 
berkenaan dengan demokrasi”. 
 
Hasil wawancara diatas menunjukkan kegiatan yang dilakukan partai 
efektif dengan dana publik yang dikeluarkan. Tertutama kegiatan pendidikan 
politik yang dilakukan partai sangat membantu masyarakat dalam memlilih wakil 
nya di pemerintahan. 
b. Bertanggungjawab Pada Inefesiensi Pelaksanaan Organisasi. 
 
Tanggungjawab anggota ketika terjadi inefesiensi pelaksaan organisasi 
berupa penggelembungan dana kegiatan. Seperti angaran dana yang disepakati 
lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran dana untuk organisasi. Maka para 
anggota menutup sebagian dana untuk pengelolaan kegiatan tersebut. Berikut 
pernyataan resonden 1 sebagai pimpinan partai: 
“Tanggungjawab keuangan dengan memberikan informasi setiap hasil 
kegiatan melalui rapat-rapat. Dari hasil yang dipaparkan setiap anggota 
akan diketahui berapa kisaran dalam melakukan program-programnya. 
Karena setiap bidang memiliki program masing-masing. Pencairan dana 
juga harus melalui bendahara kalau ada program yang dilaksanakan. 
Sedangkan untuk setiap danadigunakan seperti kegunaan dana tersebut. 
Seperti APBD untuk keperluan berjalannya partai. Selain 
tanggungjawab terkait dana, pengurus juga bertanggungjawab bila dana 
tidak mecukupi dengan menutup sebagian dana tersebut”. 
 
 
Maka dari itu tanggungjawab partai harus menyampaikan kegagalan itu 
pada saat rapat.Sekaligus memperbaiki untuk kedepan nya. 
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5. Akuntabilitas Finansial 
 
a. Penghindaran Pemborosan, Kebocoran, dan Korupsi. 
 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984)   dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas finansial adalah pertanggjawaban lembaga-lembaga publik dalam 
menggunakan uang publik (publik money) secara ekonomi, efisien dan efektif, 
tidak ada pemborosan dan kebocoran dana sehingga menimbulkan korupsi. 
Akuntabilitas finansial lebih menitikberatkan   pada ukuran  anggaran dan 
finansial.Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sangat penting karena 
menjadi perhatian utama masyarakat. 
Penghindaran pemborosan yang dilakukan Partai PKB berupa 
memangkas biaya perjalanan.Biaya perjalanan yang dilakukan anggota saat 
menghadiri acara seperti Muktamar PKB harus sesuai dengan minimal anggota 
yang didelegasikan. Sedangkan pencegahan korupsi yang dilakukan partai salah 
satunya dengan tata cara pencairan APBD dimana setiap pencairan dana harus 
menggunakan tanda tangan oleh ketua partai. Berikut pernyataan  responden 2 
sebegai pengurus partai: 
“Partai menggunakan cara dengan mengurangi pengeluaran dana yang 
tidak   perlu   seperti   biaya   perjalanan yang   terlalu   membengkak. 
Pencegahan korupsi dilakukan dengan mengawasi setiap dana yang 
digunakan dengan cara mengkroscek terkait bukti pembelian ataupun 
pengeluaran. Korupsi pada birokrasi itu karna tidak adanya anggota 
yang saling mengingatkan bahwa itu korupsi. Terkadang korupsi itu 
dilakukan dengan membesarkan dana yang keluar, maka dari itu setiap 
anggota diminta bukti saat pelaporan di rapat  atau di akhir periode 
jabatan”. 
Pernyataan serupa juga disampaikan pimpinan partai berikut: 
 
“Cara penghematan itu dengan memilah-milah dalam pembelian 
peralatan dan penggunaan dana kegiatan. Dana yang dikeluarkan harus 
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sesuai dengan kebutuhan partai.Sedangkan pencegahan korupsi itu 
melalui tata cara pencairan dana dengan syarat tanda tangan oleh ketua 
partai atau saya sebagai ketua saat pencairan dana APBD dan bukti 
pembelian atau pengeluaran setiap ada kegiatan. Terkait pencgahan 
koruspsi, setiap pengurus harus melapor kepada bendahara utuk 
pengeluaran dana. Sehingga bendaharana ntinya juga mudah dalam 
mempertanggungjawabkan LPJ diakhir periode”. 
 
Penghindaran pemborosan yang dilakukan DPC PKB Ngawi dengan 
membatasi biaya perjalanan yang terlalu besar sangat efektif. Karena semakin 
dana yang dikeluarkan terlalu besar maka ditakutkan ada penumpang liar yang 
tidak terdaftar sebagai anggota partai yang ikut dalam rombongan. Pencegahan 
korupsi salah satunya dengan mematuhi aturan pencairan dana APBD yang sudah 
ditetapkan, yaitu mengisi adminisrasi dan menggunakan tanda tangan ketua partai. 
Dalam mekanisme pengambilan dana tidak sembarang angota dapat mencairakan 
dana  tersebut,  melainkan  hanya  ketua  yang  dapat  mencairkan  dana  APBD 
tersebut. Peraturan tersebut berdasarkan peraturan Mendagri Nomor 6 tahun 2017 
pasal 14. 
Pembatasan biaya yang dilakukan anggota partai ini menghindari 
anggapan masyarakat yang melihat aktivitas para anggota partai. Berikut 
pernyataan masyarakat sebagai responden 6: 
“  Penghindaran  korupsi  dapat  dilihat  dari  kehidupan  para  anggota 
partai. Ketika kehidupan pengurus partai terlalu mencolok dengan 
gelimang harta maka menjadi pertayaan dari mana  uang itu? Sehingga 
pengurus didesa juga tidak terlalu mewah dibanding dengan pengurus 
pusat”. 
 
Berdasarkan informasi diatas dapat dikatan bahwa DPC PKB Ngawi 
memenuhi  prinsip  akuntabilitas  dengan  kebijakan  nya  membatasi  dana  yang 
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dikeluarkan saat perjalanan anggota partai dengan menghitung delegasi resmi dari 
partai. 
Dari observasi juga ditemukan bagaimana pencegahan korupsi  yang 
dilakukan pengurus partai dengan menaati aturan dari Mendagri yang berisi 
tetntang   tatacara   pencaira   dana   APBD.   Tetacara   pencairan   dana   dengan 
persyaratan khusus menjadi cara untuk meminimalisir korupsi. 
b. Hasil Pengelolaan Laporan Keuangan Dipublikasikan Pada Masyarakat. 
 
Laporan  keuangan  ini  sangat  pentng  untuk  mengawasi  penggunaan 
dana partai untuk  setiap kegiatan.  Melalui laporan keuangan  ini dapat dilihat 
kisaran dana sesuai tidaknya dengan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan 
keuangan yang dilakukan DPC PKB Ngawi hanya digunakan sebagai syarat 
pendaftaran saat pemilu atau pilkada ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). Dengan 
alasan bahawa masyarakat tidak begitu butuh akan lapoan keuangan partai. 
Laporan keuangan tahunan merupakan kesadaran terhadap amanah yang diberikan 
masyarakat kepada partai untuk mengelola dana. Berikut pernyataan pimpinan 
partai: 
“Publikasi partai hanya dilakukan setelah kampanye dan laporan 
tahunan.Laporan itu disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan 
Umum).Sedangkan   masyarakat belum   dilakukan.Karna   itu   untuk 
internal partai”. 
 
Pernyataan yang sama diungkapkan pengurus partai yang lain sebagai 
respoden 3 terkait laporan keuangan kegiatan partai: 
“Kalau laporan keuangan partai itu hanya sebatas internal partai. 
Sehingga partai belum dapat memberikan lapran tersebut kepada 
masyarakat”. 
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Tidak adanya laporan keuangan membuat membuat akuntabilitas partai 
terkait finansial masih dipertanyakan. Wujud akuntabilitas financial 
berupalaporan   kegiatan   partai yang   digunakan masyarakat   untuk   melihat 
tanggungjawab partai sebagai pengelola dana publik. Pernyataan dari masyarakat 
pun juga membenarkan penyataan para anggota partai berikut: 
“ Masyarakat selama ini belum  mengetahui tentang laporan keuangan 
pengurus partai”. 
 
Dari  informasi  diatas  dapat  disimpulkan bahwa  pelaporan  keuangan 
dana publik belum dibuat oleh internal partai dengan tidak mempublikasikan dana 
tersebut. 
4.4.  Hasil Analisis 
Tabel 2.2. 
Analisis Kesesuaian Transparansi di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
 
8
4
 
 
No Transparansi Penerapan di DPC PKB Ngawi Teori Keterangan 
1 Penyediaan informasi 
tentang rencana dan 
kegiatan organisasi 
Penyediaan informasi 
dilakukan dengan pembuatan 
brosur, pemflet, balliho dan 
lain-lain. 
Hapsari (2011) dalam Iswahyudi et,.al 
(2016: 158) mengatakan bahwa 
transparansi menghendaki adanya 
keterbukaan dalam melaksanakan proses 
pengambilan keputusan dan keterbukaan 
dalam penyajian informasi. 
Sesuai 
2 Kemudahan dalam 
mengakses informasi 
mengenai rencana dan 
hasil kegiatan 
Partai memberikan akses 
informasi berupa sekretariat 
partai yang ada di Kota Ngawi 
dan tidak mesyaratkan bagi 
masyarakat untuk mengakses 
informasi. 
Ratminto (2006) dalam Anggraini (2013: 
205) mengatakan bahwa transparansi 
yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan 
secara memadai dan mudah dimengerti. 
Sesuai 
3 kemudahan 
berinteraksi untuk 
menanggapi keluhan 
dari masyarakat 
Interaksi diterapkan pada 
setiap anggota, sehingga setiap 
anggota membuka diri mereka 
dengan membukakan pintu 
rumah bagi masyarakat. 
Ratminto (2006) dalam Anggraini (2013: 
205) mengatakan bahwa transparansi 
yaitu terbuka, mudah dan dapat diakses 
oleh semua pihak yang membutuhkan 
secara memadai dan mudah dimengerti 
Sesuai 
Tabel berlanjut .... 
Lanjutan tabel 2.2. 
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4 Penyediaan sarana tata 
cara pengaduan 
Penyediaan berupa sekretariat 
dan rumah-rumah pengurus 
partai sebagai sarana 
pengaduan. 
Andriyanto (2007: 20), transparansi 
merupakan keterbukaan secara sungguh- 
sungguh, menyeluruh, dan memberi 
tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik. 
Sesuai 
5 Pengaduan hasil 
kegiatan organisasi 
secara terbuka 
Hasil pengaduan tidak secara 
terbuka, hanya untuk internal 
partai. 
Andriyanto (2007: 20), transparansi 
merupakan keterbukaan secara sungguh- 
sungguh, menyeluruh, dan memberi 
tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik. 
Tidak sesuai 
6 Penyediaan sarana 
teknologi informasi 
DPC PKB membuat website 
dan memanfaatkan media 
sosial dalam penyebaran 
informasinya. 
Andriyanto (2007: 20), transparansi 
merupakan keterbukaan secara sungguh- 
sungguh, menyeluruh, dan memberi 
tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik. 
Sesuai 
Tabel berlanjut .... 
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Lanjutan tabel 2.2. 
 
Tabel 2.2. 
Analisis Kesesuaian Transparansi di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
7 Kecepatan merespon 
pengaduan 
Kecepatan respon partai 
dilakukan dengan diadakannya 
rapat anggota untuk membahas 
pengaduan. 
Andriyanto (2007: 20), transparansi 
merupakan keterbukaan secara sungguh- 
sungguh, menyeluruh, dan memberi 
tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik. 
Sesuai 
8 Penyebaran informasi 
melibatkan media dan 
lembaga lain. 
penyebaran melalui kerjasama 
dengan organisasi Muslimat 
dan Ansor. 
Andriyanto (2007: 20), transparansi 
merupakan keterbukaan secara sungguh- 
sungguh, menyeluruh, dan memberi 
tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat dalam proses 
pengelolaan sumber daya publik. 
Sesuai 
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Tabel 2.3. 
Analisis Kesesuaian Akuntabilitas di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
 
No Akuntabilitas Penerapan Teori Keterangan 
1 Setiap kebijakan patuh 
terhadap hukum dan 
peraturan 
Penerapan di DPC PKB patuh 
hukum dengan menaati 
undang-undang dan AD/ART. 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) 
dan Elwood (1993) Akuntabilitas hukum 
dan kejujuran adalah akuntabilitas dari 
lembaga-lembaga publik untuk 
berperilaku jujur dan menaati ketentuan 
hukum yang berlaku dalam 
melaksanakan program dan tujuan 
organisasi. 
Sesuai 
2 Pelaksanaan kegiatan 
organisasi yang sehat 
untuk menghindari 
terhadap 
penyalahgunaan 
jabatan 
Penerapan di DPC PKB 
dengan cara melalui 
pengawasan pada setiap 
kegiatan. Dengan 
mendelegasikan pengurus intuk 
survei. 
Sesuai 
3 Pegelolaan kegiatan 
organisasi secara 
ekonomis, efisien dan 
efektif 
Pengelolaan dengan membatasi 
dana perjalanan pada kader 
partai. 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) 
dan Elwood (1993) Akuntabilitas 
manajerial adalah pertangungjawaban 
lembaga publik untuk melakukan 
pengelolaan organisasi secara ekonomis, 
efisien, dan efektif. 
Sesuai 
Tabel berlanjut .... 
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Lanjutan tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. 
Analisis Kesesuaian Akuntabilitas di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
 
4 Bertanggungjawab 
pada proses dan 
pelaksanaan progam 
yang telah ditetapkan 
Penerapan tanggungjawab 
program mereka adalah dengan 
menjaring para kader untuk 
masuk ke PKB 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) 
dan Elwood (1993) Akuntabilitas 
manajerial adalah pertangungjawaban 
lembaga publik untuk melakukan 
pengelolaan organisasi secara ekonomis, 
efisien, dan efektif. 
Sesuai 
5 Pelaksanaan progam 
mendukung 
pencapaian tujuan 
organisasi 
Pelaksanaan program yang 
dilakukan oleh DPC PKB 
seperti mengadakan pelatihan- 
pelatihan, pendidikan dan 
pengajian dimasyarakat sesuai 
dengan tujuan partai. 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) 
dan Elwood (1993) Akuntabilitas 
program adalah suatu pertimbangan 
organisasi terkait dengan tujuan yang 
telah ditetapkan dapat tercapai atau tidak. 
Lembaga-lembaga publik harus 
mempertanggungjawabkan program yang 
telah ditetukan sampai pada pelaksanaan 
program. 
Sesuai 
6 Bertanggungjawab 
pada keputusan yang 
telah diambil beserta 
dampaknya 
Penerapan keputusan 
contohnya adalah mengusung 
calon legislatif harus diterima 
menang atau kalah. 
Sesuai 
Tabel berlanjut .... 
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Lanjutan tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. 
Analisis Kesesuaian Akuntabilitas di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
 
7 Pengelolaan uang 
publik secara 
ekonomi, efesien, dan 
efektif 
Pengalokasian dana tergantung 
pada fungsi dana tersebut. 
Sehingga menjadi efekti jika 
dana tidak bercampur 
Menurut Hopwood dan 
Tomkins (1984) dan Elwood (1993) 
Akuntabilitas kebijakan berkaitan dengan 
pertanggungjawaban terkait kebijakan 
yang sudah diambil. Lembaga publik 
hendaknya dapat 
mempertanggungjawabkan kebijakan 
yang telah ditetapkan dan 
mempertimbangkan dampak masa depan. 
Dalam penentuan kebijakan harus 
memperhitungkan tujuan kebijakan 
tersebut, mengapa tujuan itu diambil, 
siapa sasarannya, bagaimana dampak 
kebijakan itu kepada pemangku 
kepentingan dan apa saja manfaat dan 
negatifnya atas kebijakan tersebut. 
Sesuai 
8 Bertanggungjawab 
pada inefesiensi 
pelaksanaan 
organisasi 
Para anggota menutup dana 
program yang tidak sesuai 
anggaran. 
Sesuai 
Tabel berlanjut .... 
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Lanjutan tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3. 
Analisis Kesesuaian Akuntabilitas di DPC PKB Kabupaten Ngawi dengan Teori 
9 Penghindaran 
pemborosan, 
kebocoran, dan 
korupsi 
Dengan tidak membeli 
peralatan yang tidak berguna. 
Pencegahan korupsi dilakukan 
dengan aturan UU terkait 
pencairan dana. 
Menurut Hopwood dan Tomkins (1984) 
dan Elwood (1993) Akuntabilitas 
finansial adalah pertanggjawaban 
lembaga-lembaga publik dalam 
menggunakan uang publik (publik 
money) secara ekonomi, efisien dan 
efektif, tidak ada pemborosan dan 
kebocoran dana sehingga menimbulkan 
korupsi. Akuntabilitas finansial lebih 
menitikberatkan pada ukuran anggaran 
dan finansial. Pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangan sangat penting 
karena menjadi perhatian utama 
masyarakat. 
Sesuai 
10 Hasil pengelolaan 
laporan keuangan 
dipublikasikan pada 
masyarakat 
Tidak ada laporan yang 
dipublikasikan. 
Tidak sesuai. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
 
5.1.   Kesimpulan 
 
Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  diatas,  dapat  diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Transparansi yang dilakukan partai masih belum memadai dalam 
penyampaian informasi kepada publik atau masyarakat. Partai hanya 
menyediakan   ketika   ada   masyarakat   yang   meminta   dan   belum   ada 
kesadaran untuk menyampaikan informasi terkait kebijakan, program dan 
finansial partai secara terbuka. Dari 4 indikator yang ditentukan partai sudah 
melaksanakan 3 indikator dengan 1 indikator yang belum terlaksana yaitu 
pengaduan informasi secara terbuka. Sehingga upaya transparansi yang 
dilakukan partai belum terlaksana secara sempurna. 
2. Penerapan   akuntabilitas   partai   sudah   terlaksana   kecuali   akuntabilitas 
finansial. Akuntabilitas yang belum diterapkan yaitu akuntabilitas finansial 
tentang penyampaian informasi pengelolaan keuangan kepada masyarakat. 
Akuntabilitas finansial sangat penting terkait pencegahan korupsi karena 
berkaitan dengan pengelolaan dana. Dari 5 indikator yang ditetapkan, partai 
sudah melaksanakan 4 indikator akan tetapi akuntabilitas finansial belum 
dilakukan. Sehingga akuntabilitas partai belum terlaksana secara sempurna. 
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1.2. Keterbatasan peneliti 
 
Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, sebagai berikut: 
 
1. Tidak adanya akses untuk mendapatkan laporan keuangan partai sehingga 
tidak dapat dianalisis laporan keuangannya. 
2. Peneliti  hanya  mengambil  DPC  PKB  Ngawi  sebagai  tempat  penelitian, 
sehingga penelitian ini sangat rendah untuk generalisasikan sebagai 
pengambilan keputusan. 
3. Keterbatasan waktu dan biaya dalam melaksanakan penelitian. 
 
 
 
5.3. Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran antara 
lain: 
1. Sabaiknya DPC PKB Ngawi memperluas informasi terkait transparansi dan 
akuntabilitas partai kepada masyarakat. Sehingga simpati masyarakat lebih 
tinggi kepada anggota atau kader partai. 
2. Sebaiknnya masyarakat lebih perduli dengan laporan pertanggungjawaban 
partai yang sebagian APBD dialokasikan kepada partai. 
3. Bagi para akademisi harus memperdalam informasi dengan memperbanyak 
penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas partai, karena fungsi partai 
adalah tonggak demokrasi di negara ini. Sehingga ketika demokrasi lemah 
maka korupsi-korupsi dijajaran birokrasi semakin meningkat. 
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Lampiran 1 
 
 
 
 
PEDOMAN WAWANCARA 
 
 
 
 
Latar belakang 
 
1.   Sejak kapan DPC PKB ini berdiri? 
 
2.   Visi dan misi DPC PKB seperti apa? 
 
3.   Bagaimana latar belakang berdirinya DPC PKB di Ngawi? 
 
4.   Siapa pendiri atau pelopor berdirinya PKB di Ngawi? 
 
Transparansi 
 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
2.   Bagaimana syarat yang ditentukan partai untuk masyarakat dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
7.   Apakah yang dilakukan partai dalam merespon pengaduan msyarakat? 
 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
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2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
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Lampiran 2 
 
 
 
 
Informan : Responden 1 
 
Hari/tanggal : Kamis, 15 Juni 2017 
jabatan : Pimpinan partai 
Transparansi 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: kami menyediakan informasi kegiatan melalui website, tetapi hasil 
dari kegiatan maupun rencana tidak dipublikasikan. Karena masyarakat 
membutuhkan hasil fisik kegiatan, bukan tentang laporan hasil dari kegitan 
itu. Selain dari website PKB, kami juga memberikan informasi rencana 
kegiatan pada pamflet-pamflet yang sudah disebar. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: tidak ada syarat untuk mengakses hasil kegiatan. Pihak partai tidak 
mempublikasikan hasil partai tersebut. Karena hasil dari kegiatan untuk 
evaluasi dijajaran pengurus partai. Akan tetapi pihak pengurus 
menyediakan tempat kalau ada masyarakat yang menanyakan. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab:  masyarakat  hanya  perlu  datang ke rumah  pengurus  partai  atau 
datang langsung ke kantor sekretariat partai. Banyak juga dari masyarakat 
yang silatuhami ke rumah para pengurus untuk ngobrol ngalor-ngidul 
tetang  kegiatan  PKB  mendatang  dan  menanyakan  perkembangan  PKB 
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didaerah Ngawi. Interaksi ini dilakukan agar masyarakat tahu keputusan 
partai dalam mengusung calon pemimpin Ngawi dan memberikan track 
record dari semua calon. Agar masyarakat tahu ketika pemilihan 
berlangsung. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: partai memberikan alamat e-mail ketika masyarakat ingin 
mengutarakan pendapat nya terhadap kader partai.Sebetulnya masyarakat 
itu bisa datang langsung  ke secretariat untuk bertanya. Tetapi karna jauh 
atau lainnya masyarakat enggan untuk ke secretariat. Kami dari jajaran 
pengurus itu malah berterimakasih kalau ada masyarakat yang datang 
bertanya dan mengusulkan beberapa pendapat sehingga kami itu dianggap 
ada, sebagai penyalur aspirasi mereka. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: informasi pengaduan hanya sebatas internal partai. Pengaduan itu 
untuk koreksi pengurus terkait kebijakan dan kondisi partai. Dengan 
dimasukkannya pengaduan tersebut kedalam rapat-rapat partai. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab: kita sudah membuat website dengan memberikan informasi berupa 
kegiatan-kegiatan yang   akan dilakukan partai. Masyarakat dapat 
mengakses website tersebut melalui handphone mereka.dengan alamat 
http//dpcpkbngawi.blogspot.com. Kami juga memanfaatkan media sosial 
seperti facebook dan tweeter   sehingga informasi itu lebih  jauh 
jangkauannya. 
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7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan masyarakat? 
 
Jawab: ya, kita dari pengurus memasukkan pengaduan-pengaduan dari 
masyarakat melalui rapat-rapat harian yang dilakukan pengurus partai. 
Sehingga keputusan partai terkait pegaduan tersebut dapat diselesaikan. 
Kemudian ketika sudah ada kesepakatan maka kita akan menindaklanjuti. 
Ketika skala yang lebih luas kita akan mengajak masyarakat untuk 
musyawarah terkait keputusan atas pengaduan tersebut. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Jawab: dari partai politik menggandeng Muslimat dari Nahdhatul Ulama 
dan pondok-pondok pesantren dalam melakukan kegiatan. Sehingga 
masyarakat dan partai semakin dekat secara emosioal. Partai tidak 
mengundang media untuk penyebarluasan informasi. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: kalau terkait hukum berdirinya partai kita sudah mempinyai SK 
pembentukan pengurus dari pusat. Selain itu surat dari pemerintah untuk 
berdirinya sekretariat partai juga sudah ada. Tentang aturan-aturan yang 
menyangkut internal partai kita menggunakan AD/ART yang sudah 
ditetapkan. Sedangkan aturan pemerintah tentang memberikan laporan 
dana kampanye juga sudah ditetapkan dengan  memberikan laporan itu 
kepada KPU Ngawi. 
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2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab: pengawasan anggota dilakukan dengan melihat program kerja yang 
dilakukan partai. Setiap kegiatan yang diusulkan atau dibuat oleh pengurus 
partai maka perlu untuk dibahas dalam rapat. Sehingga setiap kegiatan 
yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi maka tidak bisa. Lebih dari 
itu, setiap kegiatan harus dilaporkan untuk pencairan dana. Setiap dana 
yang diminta tiap bidang harus dicatat dan memberikan nota pembelian itu 
kepada bendahara. 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: pengelolaan organisasi terkait dana APBD hanya digunakan untuk 
pengisian inventaris kantor dan kegiatan yang berguna bagi masyarakat 
seperti pendidikan politik, pelatihan-pelatihan dan pengajian. Kegiatan 
harus sesuai dengan minat masyarakat. Karena ketika simpati masyarakat 
itu banyak maka bagi partai simpati itu adalah suatu keuntungan. Contoh 
kegiatan yang ekonomis, effisien dan efektif ketika kita mengadakan 
pemutaran   film   di   Ngawi.   Walaupun   dibuat   sederhan   tapi   minat 
masyarakat sangat tinggi.Kalu terkait dana kampanye pengurus tidak 
mungkin akan melakukan kampnye dengan mobil mewah atau amplop- 
amplop yang dibagikan masyarakat, melainkan dengan mengadakan acara- 
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acara diiringi  pengenalan  calon  dan  visi  misi.  Kampanye  harus  sesuai 
dengan hasil yang didapat melalui spekulasi dari para pengurus.” 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab:   setiap   pengurus   bertanggungjawab   dalam   melaporkan   hasil 
kegiatan pada rapat-rapat yang dilaksanakan setiap bulannya. Setiap 
anngota  itu  punya  tugas  masing-masing  dalam  tiap  wilayah  garapnya. 
Maka disaat program itu mengalami kemacetan, ketua akan membahas 
persoalan-persoalan  itu  dengan  para  anggota  sehingga  program  yang 
macet itu dapat berjalan. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab: setiap minggu atau setiap bulan organisasi melakukan pertemuan 
dan rapat-rapat. Dari situlah anggota dapat melihat siapa saja pengurus 
yang tidak aktif. Disisi lain cara melihat nya dengan hasil program- 
program yang dicanangkan. Apakah sudah berjalan atau belum. Pengurus 
yang tidak aktif itu gampang dilihatnya. Pengurus yang tidak ada waktu 
untuk mengikuti rapat dan program yang tidak berjalan dapat dipastikan 
bahwa pengurus tidak aktif. 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: pengambilan kebijakan dengan menimbang matang-matang hasil 
dari pembahasan. Kemudian pengambilan keputusan dilakukan dengan 
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cara musyawarah.Ketika musyawarah tidak ada titik temu maka pengurus 
akan memutuskan kebijakan dengan cara votting. Jadi setiap kebijakan 
yang tidak baik untuk organisasi asalkan banyak yang mendukung maka 
bisa saja diambil kebijakan itu melalui votting. 
 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab: kami akan mempertimbangkan kegiatan yang mempunyai manfaat 
pada masyarakat. Contoh semisal pelatihan politik yang diadakan partai. 
Itu kan manfaat nya masyarakat bisa memilih mana calon yang hanya jual 
janji dan mana yang mementingkan kepentingan rakyat mas. Selain itu 
kegiatan sepert seminar sedang direncanakan untuk memberikan 
pengarahan-pengarahan tentang pendidikan sosial, politik dan ekonomi. 
Itu jadi prioritas kami saat ini. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab:  tanggungjawab  keuangan  dengan  memberikan  informasi  setiap 
hasil kegiatan melalui rapat-rapat. Dari hasil yang dipaparkan setiap 
anggota akan diketahui berapa kisaran dalam melakukan program- 
programnya. Karena setiap bidang memiliki program masing-masing. 
Pencairan dana juga harus melalui bendahara kalau ada program  yang 
dilaksanakan. Sedangkan untuk dana kita gunakan seperti kegunaan dana 
tersebut.   Seperti   APBD  untuk   keperluan   berjalannya  partai.   Selain 
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tanggungjawab terkait dana, pengurus juga bertanggungjawab bila dana 
tidak mecukupi dengan menutup sebagian dana tersebut. 
Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab: dengan cara memilah-milah dalam pembelian peralatan dan 
penggunaan dana kegiatan. Dana yang dikeluarkan harus sesuai dengan 
kebutuhan   partai.   Kalau   pencegahan   korupsi   itu   melalui   tata   cara 
pencairan dana dengan syarat tanda tangan oleh ketua partai saat pencairan 
dana APBD dan bukti pembelian atau pengeluaran setiap ada kegiatan. 
Kan itu setiap bidang kalau mau minta uang harus ijin bendahara dan 
menyerahkan bukti pembelian. Sehingga bendahara juga mudah nantinya 
dalam mempertanggungjawabkan LPJ diakhir periode. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
 
Jawab: publikasi partai hanya dilakukan setelah kampanye dan laporan 
tahunan. Laporan itu disampaikan ke KPU (Komisi Pemilihan Umum). 
Sedangkan masyarakat belum dilakukan. 
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Lampiran 3 
 
 
 
 
Informan : Responden 2 
 
Hari/tanggal : Kamis, 19 Juni 2017 
 
Jabatan : Pengurus 
 
Transparansi 
 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: hasil kegiatan dari partai tidak dipublikasikan, karena kegiatan itu 
untuk masyarakat sedangkan hasilnya dibahas dalam rapat. Hasil itu kami 
simpan sebagai arsip kantor. Nanti kalau ada yang bertanya terkait hasil 
kegiatan juga ada dokumen nya. Terkait rencana dan proses kegiatan kami 
membuat pamflet ataupun brosur dan membagikan kepada masyarakat 
agar mereka mengetahui kegiatan yag diselenggarakan partai. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: partai tidak mensyaratkan terkait akses informasi, semua terbuka 
bagi masyarakat. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab: masyarakat banyak yang mendatangi rumah-rumah pengurus partai 
hanya sekedar berbagi pendapat atau usulan-usulan yang terkait dengan 
kegiatan masyarakat. Atau langsung ke sekretariat partai yang berada di 
selatan  pusat  Kota  Ngawi.  Interkasi  pengurus  terutama  saya  sangat 
intensif, apalagi saya juga menjadi orang yang ditua kan dimasyarakat. 
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Jadi setiap ada persolan dimasyarakat biasnya langsung bertemu dengan 
saya. Entah itu pribadi atau pun kelompok-kelompok pemuda yang ada. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: rumah-rumah pengurus dan kantor itu sebagai sarana masyarakat 
dalam  mengadukan  usulan-usulan  nya.  Masyarakat  juga  bisa  curhat 
dengan partai melalui handphone mereka. Kami menyidiakan nomor 
telepon kantor sehingga memudahkan masyarakat untuk menyampaikan 
pendapatnya.. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: jadi begini mas, pengaduan itu kan sifat nya terkait image partai 
yang dilihat masyarakat. Image partai juga harus baik dimata masyarakat, 
kami hanya memperbaiki pengaduan tersebut melalui rapat-rapat dan 
menjalankan sesuai aturan partai. Apa etis kalau kesalahan-kesalahan 
terhadap sesuatu itu diumbar dihadapan publik? Kan enggak mas. Tugas 
kita hanya menjalankan dan memperbaiki ketika ada persoalan-persoalan 
yang disampaikan masyarakat kepada partai. Kalau masalah penyediaan 
pengaduan kita terbuka untuk semua nya. Tetapi untuk seperti apa wujud 
pengaduan itu hanya internal partai yang mengetahui. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab: ada dari partai yang membuat blog khusus partai, rencana kegiatan 
langsung disampaikan  melalui  blog tersebut.  Sekarang kan  zaman nya 
pakai  HP,  jadi  kita  juga  mengikuti  itu  dengan  memanfaatkan  internet 
106  
 
 
 
 
 
 
dengan membuat blog atau media lainnya, sehingga masyakat yang jauh 
dari sekretariat tahu akan rencana dan kegiatan partai. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan msyarakat? 
 
Jawab: respon dari masyarakat langsung kita tindak lanjuti melalui rapat- 
rapat kemudian terjun ke masyarakat terkait apa dan bagaimana persoalan 
yang dihadapi masyarakat. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Jawab: lembaga yang dilibatkan partai dalam penyebaran informasi, salah 
satunya organissi Ansor. Tapi kerja sama itu sebatas informasi luar saja. 
Sedangkan  informasi  terkait  internal  partai  hanya  pengurus  yang tahu. 
Karena setiap organisasi punya rumah sendiri dan yang masuk tanpa 
permisi itu artinya ingin mencuri informasi partai. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: partai mematuhi hukum dengan mengajukan syarat-syarat 
pendirian gedung sekeretriat partai, terutama surat dari pemerintah daerah. 
Dan pembentukanpengurusmalaluisuratdaripusat. 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab:  pengawasan  melalui  laporan-laporan  yang  diinformasikan  saat 
rapat. Setiap kegiatan yang dilakukan anggota itu dilihat apakah memakai 
107  
 
 
 
 
 
 
nama partai atau nama pribadi. Ketika melalui nama partai harus ada ijin 
atau konfirmasi kepada anggota yang lain melalui pembahan antar 
pengurus. Anngota itu tidak bisa kalau ujug-ujug tanpa pembahasan 
langsung mengadakan kegiatan. Itu jadi pertanyaan, dari mana dana nya? 
Kepentingan apa dan siapa saja yang ada dibalik kegiatan itu? 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: dana yang digunakan hanya seperlunya. Pembelian peralatan juga 
harus sesuai dengan kebutuhan. Selain itu kita juga membandingkan 
mudharat nya terkait pengadaan barang. Tidak mungkin ketika barang atau 
inventaris kantor masih bagus terus diganti dengan  yang baru, itu kan 
pemborosan. Yang terpenting yaitu dana APBD itu jangan sampai 
digunakan untuk kegiatan kampanye, karna dana kampanye itu sendiri lagi 
urusannya mas. Karna dana APBD itu kan amanah dari rakyat dan ketika 
dana APBD berkurang nanti macet organisasinya. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab: jadi itu kan ada diaturan yaitu musyawarah pimpinan cabang, saat 
itulah program-program yang kita laksanakan akan dibahas. Tanggunga 
pengurus terhadap program dengan memantau setiap program organisasi. 
Apa saja yang dibutuhkan untuk program tersebut. Ketika ada kendala 
maka setiap anggota yang membidangi kegiatan tersebut harus 
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bertanggungjawab dan anggota yang lain membantu agar kegiatan tersubut 
berjalan. Jadi harus kompak. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab: kepengurusan dilihat dari konsistensi pengurus dalam menjalankan 
program dan kegiatan organisasi. 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: di partai cara pertama yaitu dengan musyawarah mufakat. Ketika 
musywarah mufakat itu tidak menemui jalan maka diadakan votiing. 
Votting terbanyak lah yang akan diambil untuk memutuskan kebijakan 
partai. Contoh yang paling sulit menerima keputusan itu ya saat pilkada 
atau  pemilu.  Biasanya  suara  pengurus  itu  kan  pecah  saat  pemilihan 
kandidat walaupun saat rapat sudah ada keputusan siapa bakal caon yang 
maju. 
 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab: kebijakan-kebijakan harus sesuai AD/ART organisasi yang sebisa 
mungkin menghemat dana dengan tidak melakukan kegiatan yang kurang 
bermanfaat. Seperti terlalu besar nya pengadaan uang jalan pengurus dan 
lain-lain. Dana itu kan milik rakyat yang diamanahkan ke partai, masa iya 
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mau kita buat jalan-jalan, setiap anggota pasti malu dengan para sesepuh 
partai kalau seperti itu. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: kalau alokasi dana dengan realisai berbeda ya kita harus 
tanggungjawab. Pas itu ada acara tentang halal bihalal  yang kemudian 
alokasi yang diberikan tidak sesuai dengan parsipasi masyarakat yang 
dapat. Maka dari itu tanggungjawab partai harus menyampaikan kegagalan 
itu pada saat rapat. Sekaligus memperbaiki unutk kedepan nya. 
Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab:  dengan  mengurangi  pengeluaran  dana  yang  tidak  perlu  seperti 
biaya perjalanan yang terlalu membengkak. Pencegahan korupsi dilakukan 
dengan mengawasi setiap dana yang digunakan dengan cara mengkroscek 
terkait bukti pembelian ataupun pengeluaran. Korupsi pada birokrasi itu 
karna tidak adanya anggota yang saling mengingatkan bahwa itu korupsi. 
Tapi gimana mau mengingatkan kalau sama-sama korupsi. Biasanya 
korupsi itu dilakukan dengan membesarkan dana yang keluar, maka dari 
itu  setiap  anggota  diminta  bukti  saat  pelaporan  di  rapat  atau  di  akhir 
periode jabatan. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
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Jawab: publikasi keuangan partai selama ini hanya berupa laporan dana 
kampanye saat pemilu atau pilkada berlangsung dan dilaporkan ke KPU. 
Karna kebanyakan masyarakat itu tidak butuh laporan keuangan partai, 
biasanya yang butuh itu LSM-LSM setempat. Kita akan berikan laporan 
ketika diminta. 
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Lampiran 4 
 
 
 
 
Informan : Responden 3 
 
Hari/tanggal : Rabu, 26 Juli 2017 
jabatan : Pengurus 
Transparansi 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: kalau secara luas ya…kita pakai selebaran-selebaran kayak gt mas, 
kita  sebar  itu  selebaran,  ada  yang  ditempel  digardu  listrik,  masjid, 
pokoknya tempat yang sering didatangi orangn banyak. Selain itu kita juga 
menyebarkan secara personal. Jadi, kita kasih kabar untuk ketua-ketua RT 
dimasyarakat,  sehinngga  mereka  juga  menghimbau  atau  istilah  nya 
ngabari kalau ada kegiatan yang diadakan partai, kepada masyarakatnya 
pada tiap-tiap daerah. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: kalau syarat ya enggak ada mas, apa untungnya partai kalau ngasih 
syarat ke masyarakat? Malah nanti ilang suara kita pada masyarakat. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab: caranya ya mereka bisa datang kekantor partai mas, tapi kalau 
masyarakat desa itu datang ke pengurus, sekedar main atau silaturahmi. 
Dan juga biasa nya kegiatan-kegiatan desa itu kan juga butuh interaksi, 
pengurus dan masyarakat sudah melebur jadi satu itu pas acara. 
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4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: kan partai menyediakan nomor telfon dan alamat email itu mas, 
masyarakat bisa itu ngirim gagasan-gagasan atau ideide untuk partai, atau 
kekurangan-kekurangan partai. Kalau kurang puas karna tidak bisa 
langsung ketemu kami juga menyediakan sekeretariat partai mas, langsung 
datang saja dan kami siap mendengarkan. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: tebuka nya ya …. Ini untuk masyarakat, kan tadi diatas sudah saya 
jelaskan  bahwasanya  tidak  ada  syarat  untuk  akses  ke  partai.  Jadi  ya 
terbuka bagi siapa saja, tapi kalau masalah isi pengaduan ya kita bahas 
dalam rapat mas. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab:  informasi  yang  disebarkan  lewat  tekhnologi  ya  ada  mas,  ada 
website nya partai, tinggal ketik saja DPC PBK Ngawi itu langsung ada, 
disitu kita sebarkan kegiatan-kegiatan partai dan informasi-informasi 
seputar Ngawi. Selain itu ada twette juga. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan masyarakat? 
 
Jawab: kita  tidaklanjuti  dalam  rapat-rapat,  kalau  semisal  nanti  ada 
keputusan ya kita laksanakan dengan mengajak seluruh masyarakat yang 
mengadukan  aduan  tersebut,  kalau  masalah  internal  ya  kita  perbaiki 
tentang aduan tersebut. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
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Jawab:  media  itu  kan  sifat  nya  mendatangi  bukan  didatangi,  kalau 
didatangi juga bisa mas, tapi kebanyakan ya mendatangi. Jadi kita tidak 
menggaet  media  karna  mereka  mendatangi  kami,  kalau  organisasi  ya 
organ-organ dimasyarakat mas, semisal organisasi sholawat, ansor, 
muslimat dll. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: kita  ada  SK  pengesahan  dari  pusat,  kami  juga  melaksanakan 
laporan kampanye mas. Tapi juga ada yang tidak kami lakukan, karna 
saking banyaknya peraturan tersebut. Contohnya iuran anggota itu cumin 
formas saja mas, jadi tidak ada itu iuran anggota yang dilakukan, karna 
besaran dana itu juga tidak seberapa, jadi kurang efektif. 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab: kalau saya biasa nya diperibntahkan ketua untuk mendampingi 
pengurus lain untuk melihat kegiatan yang dilakukan pada setiap program- 
program partai, jadi disitu bisa dilihat seberapa jauh dan apa saja yang 
dilakukan dalam kegiatan setiap pengurus partai, karna ada yang 
mendampingi. 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
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Jawab: kalau kegiatan kita cari yang sederhana saja mas, tidak terlalu 
mewah  karna kita dijajaran DPC bukan DPP. Kita hanya 
memperhitungkan bahwa keguiatan itu bermanfaat bagi masyarakat dan 
tidak menghabiskan dana, kalau habis nanti program yang lain tidak 
berjalan mas. Selain itu juga memperhitungkan kegiatan yang bisa 
mengumpulkan massa yang banyak. Karna itu penting untuk nama partai. 
Sehingga kehadiran partai dapat dirasakan oleh masyarakat. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab: kita follow up dengan jajaran pengurus, itu tanggungjawab dari 
partai mas, nanti kan ada hambatan-hambtan dalam kegiatan, kalau ada 
kesalahan ya kita perbaiki. Terkait kurangnya dana peminjaman peralatan 
kegiatan dll. Sehingga kita tidak merugikan pihak lain. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab: keaktifan pengurus dilihat dari daftar hadir saat rapat, kan ada 
daftar hadir dimana setiap pengurus mengisi nama dan tanda tangan, dari 
situ bisa dilihat ketidakaktifan pengurus, yang pasti program yang tidak 
beralan itu karna anggota yang enggan melaksanakan tugas nya hingga 
selali, tapi ada jugav pengurus yang berpergian keluar kota yang tidak 
dapat hadir dalam rapat yang melaksanakan tugas delegasi dari partai. Itu 
tidak bisa dikatakan tidak aktif mas. Dan ketika pengurus aktif saya yakin 
program akan mununjang tujuan organisasi. 
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2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: ya.. kita yang bernegara demokrasi  ya harus musyawarah dulu 
mendengar setiap pendapat dari pengurus lain hingga disepakati 
keputusan. Ketika tidak bisa ya haruas votting mas, tapi kelemahan votting 
itu terjadi ketika kebijakan yang salah dan di amin i oleh banyak orang, 
tapi sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dikendalikan. 
 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab:  kalau  uang  publik  yang  itu  amanah  dari  rakyatkita  laksanakan 
sesuai peraturan yang dikeluarkan mendagri mas, jadi uang kegiatan 
masyarakat ya harus diadakan kegiatan masyarakat, dan untuk operasional 
partai.   Sehingga   amanat   yang   disampaikan   bisa   terlaksana.   Kalau 
ekonomis, efektif dan efisien itu ya harus sesuai dengan peraturan mas, itu 
sudah masuk. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: tanggungjawab   organisasi   ya   itu   sesuai   dengan   peraturan 
mendagri mas, yang mengalokasikan dana sesuai peraturan.. 
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Akuntabilits finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab: tadi sudah dijelaskan bahwasanya kita dalam melakukan kegiatan 
itu  sederhana  yang  bermanfaat  bagi  masyarakat.  Kebocoran  itu  bisa 
dicegah kalau setiap dana yang dipakai pengurus itu ada bukti nya mas, 
biasanya dilaporkan ke bendahara. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
 
Jawab: belum mas, itu masih ditataran internal partai. 
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Lampiran 5 
 
 
 
 
Informan : Responden 4 
 
Hari/tanggal : Kamis, 27 Juli 2017 
jabatan : Pengurus 
Transparansi 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: kita bikin baliho biasanya mas, yang dipasang pada jalan sekitar 
daerah ngawi. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: tidak ada mas, semua boleh bertanya tentang kegiatan partai. Karna 
partai itu kan bersifat terbuka maka tidak ada syarat bagi masyarakat yang 
ingin bertanya. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab: kita melakukan pendekatan melalui acara-acara yang diadakan 
masyarakat. Biasanya masyarakat langsung bertanya terkait partai disela- 
sela obrolan itu. Banyak juga masyarakat yang langsung datang kerumah- 
rumah anggota partai untuk menyampaikan aspirasi mereka. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: cara pengaduan itu kan bisa berupa kesekretariatan partai mas, jadi 
bisa datang ke secretariat partai. Bagi masyarakat yang telalu jauh dengan 
secretariat bisa mengajukan pengaduan lewat email mas. 
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5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: terkait terbukanya partai ya kita membuka lebar pintu untuk 
masyarakat yang ingin datang untuk melakukan pengaduan mas. Kalu 
terkait membuka pengaduan itu apa saja ya itu untuk internal partai yang 
nantinya dibahas dalam rapat-rapat. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab:  kita buat website yang menyampaikan informasi seputar kegiatan 
partai. Ketika partai membuat kegiata langsung disebarkan di website. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan masyarakat? 
 
Jawab: pengaduan-pengaduan  dari  masyarakat  kita  tampung  untuk 
nantinya kita bahas dalam rapat bulanan. Nah, nanti setelah ada keputusan 
akan kita tindaklanjuti. Kalau masalah yang terkait masyarakat kiita akan 
terjun  ke masyarakat.  Tetapi  ketika pengaduan  tersebut  berupa kinerja 
partai maka partai dengan semaksimal mungkin akan memperbaikinya. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Jawab: media belum mas, kalau organisasi ada dari banom-banom NU. 
 
 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab:  kalau berdirinya partai kita masih menggunakan surat keputusan 
dari puasat atau pun keputusan pemerintah daerah mas. “Ya...terkait 
pendirian partai kita harus menunggu SK dari pusat mas, kan itu  ada 
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aturan berapa banyak anggota partai sehingga dapat berdiri. Untuk SK 
pusat kita ada mas suratnya. Kalau masalah laporan dana kampanye kita 
serahkan pada KPU Ngawi, kan itu juga syarat untuk pemilu. Sedangkan 
laporan dana APBD itu kita pastikan untuk kegiatan masyarakat, kalau 
masalah laporan keuangan itu internal partai mas 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab: kalau pengawasan ya satu sama lain saling mengawasi mas, dalam 
artian bukan mencurigai. Tapi saling mengingat kan dalam setiap agenda 
kegiatan.  Pengawasan  juga  dilakukan  dari  ketua  yang  diperintah  kan 
kepada bawahan nya 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: pengelolaan kita sesuaika dengan kebutuhan mas, masaka iya 
sekelas desa mau mengundang mubalig kota kalau pengajian yang budget 
nya setinggi langit. Ya.. kita sesuaikan lah dengan kegiatan nya. 
Mengundang pembiacara misalnya. Kita cari yang sesuai dengan tingkatan 
pelatihan. kalau ranting ya ngundang tingkat atas nya saja jangan sampai 
pusat, itu pemborosan mas. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
120  
 
 
 
 
 
 
Jawab:   setiap   pengurus   itu   tanggungjawabnya   harus   melaksanakan 
program semaksimal mungkin hingga selesai kepengurusan, dan 
mempertanggungjawabkan kelanjutan program yang sudah direncanakan. 
Setiap minggu atau bulanan itu biasanya membahas tentang program- 
program yang ditanyakan oleh ketua partai dan pengurus yang lain. 
Sehingga  apa  saja  yang  telah  setiap  bidang laksanakan  akan  tahu  apa 
hambatan dan tanggungjawabnya. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab:   dari hadirnya pengurus dalam kegiatan dan rapat-rapat mas. Ya 
bisa lah mas, progam yang pengurus nya tidak aktif ya tidak bisa mencapai 
tujuan organisasi. Karna programnya macet. 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: musyarwah mas, itu biasa dilakukan dimasyarakat. Beda dengan 
dewan-dewan pusat yang kebanyakan debat akhirnya harus votting suara. 
Ya kita biasa lakukan, tapi kebanyakn lebih dengan musyawarah. 
“Ya….pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan dulu lah untuk 
mufakat, tetapi ketika tidak ada kata mufakat maka suara terbanyak lah 
yang dijadikan pilihan terakhir untuk sebuah keputusan. Setiap keputusan 
harus diterima oleh setiap pengurus karena itu sudah menjadi aturan partai, 
emm.... bagi pengurus yang melanggar bisa kena sanksi yaitu 
diberhentikan sebagai anggota, jika kesalahan nya itu fatal”. 
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Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab:  uang publik itu kan unag rakyat mas, kita melakukan kegiatan ya 
harus untuk rakyat. Contohnya pengajian, pelatihan, dan lain-lain. Selain 
itu juga operasional partai kita tekan agar tidak boros mas. Ya… 
penggunaan barang yang tidak penting dikesampingkan, contohnya 
spanduk-spdanduk yang masih bagus ya masih kita pakai. Tidak lantas kita 
buat. Bendera-bendera partai juga tidak langsung membuat banyak saat 
ada kegiatan. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: kalau  tanggungjawab  ya  semua  dana  harus  ada  bukti  dan 
persetujuan dari bendahara.nanti bendahara tanggungjwab saat 
kepengurusan akan berakhir. 
Akuntabilits finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab: kebocoran   itu   kan   karna   tidak   adanya   pengawasan   mas, 
pengawasan ya itu tadi. Kita survei atau dampingi setiap prigram yang 
dilaksanakan, ketika alokasi tidak sesuai dengan realita kita bisa tanyakan 
kepada yang bersangkutan. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
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Jawab: kalau itu belum mas, kita menghindari nanti adanya salah tangkap 
dari masyarakat dalam memahami laporan tersebut. 
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Lampiran 6 
 
 
 
 
Informan : Responden 5 
 
Hari/tanggal : Kamis, 10 Juni 2017 
 
Profile : Masyarakat Ngawi (Alumni IAIN Surakarta) 
 
Transparansi 
 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab:  informasi  hanya  didapat  dari  pengumuman  melalui  famlet  dan 
hasil kegiatan tidak  ada  yang dipublikasikan.  Mungkin hasil itu untuk 
evaluasi para anggota. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditetapkan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: tidak ada, masyarakat datang langsung ke kantor partai. 
 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab:  saya  biasanya  datang  langsung  ke  rumah  kader  atau  pengurus 
partai. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: saya belum tahu kecuali dengan datang ke kantor atau rumah para 
pengurus. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: belum ada, hanya mereka menerima usulan-usulan masyarakat. 
 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
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Jawab: setahu saya  ada alamat  website  yang dapat diakses,  disitu ada 
beberapa kegitan partai. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan masyarakat? 
 
Jawab: menurut pengalaman saya di organisasi biasanya pengurus 
bermusyawarah dengan anggotanya, kemudian menyampaikan kepada 
masyarakat yang memberi pendapat. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Jawab: saya sediri anggota Ansor, pernah sekali dilibatkan dalam kegiatan 
partai. Biasanya partai memberikan informasi disela-sela kegiatan terkait 
program partai. Kalau media cetak satau saya tidak ada. Ya kalau menurut 
saya berguna kerjasama ini, karna kan tidak semua pengurus dapat 
berhubungan dengan masyarakat. maka diperlukan lembaga lain untuk 
memperluas informasi. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: ketika gedung partai berdiri tetap menggunakan surat dari 
pemerintah. Kalau terbetuknya pengurus atau partai harus ada mandat dari 
pusat. Setiap organisasi pasti begitu. 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
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Jawab: pengwasan dilakukan dengan mengkaitkan apakah kegiatan itu 
masih relevan dengan visi misi organisasi 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: pengelolaan dilakukan dengan membatasi pembelian perangkat 
yang terlalu mahal. Menurut saya tidak perlu perangkat-perangkat yang 
canggih, karena organisasi seperti partai itu harusnya memperbaiki 
hubungan mereka dengan masyarakat, dan mempertajam pandangan- 
pandangan mereka tentang situasi sekarang. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab: biasanya setelah program atau kegiatan selesai dilaksanakan, 
pengurus mengadakan pertemuan membahas sejauh mana program itu 
berjalan. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab: dengan melihat kontribusi pengurus disetiap kegiatan yang 
dilaksanakan partai. 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: dengan cara musyawarah mufakat, karena setahu saya PKB itu 
cenderung menggunakan pendekatan tradisional. 
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Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab: partai harus bisa membedakan mana dana yang seharusnya untuk 
kegiatan organisasi dan dana untuk partai. Salah satu kegiatan dana publik 
yang dilaksanakan partai berupa pendidikan politik, pendidikan sosial, 
pendidikan ekonomi menurut saya itu bagus untuk masa depan masyarakat 
berkenaan dengan demokrasi. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: tidak tahu. Karena masalah keuangan partai masih kurang terbuka. 
 
 
Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab: dengan tidak membiayai kebutuhan setiap anggota, karna partai 
bukan organisasi pemerintah. Pencegahan dengan melaporkan hasil dana 
kepada pemerintah dan masyarakat, tetapi untuk masyarakat belum ada 
setahu saya. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
 
Jawab: tidak tahu selain ke pemerintah saat kampanye. 
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Lampiran 7 
 
 
 
 
Informan : Responden 6 
 
Hari/tanggal : Kamis, 26 juli 2017 
 
Jabatan : Masyarakat Ngawi (Aktivis Pergerakan) 
 
Transparansi 
 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: saya mengetahui kegitan partai melalui pamflet atau benner dan 
lain-lain. Banyak famflet yang ditempelkan ditiang telfon dan spanduk- 
spanduk yang dipasang di pohon sekiranya dapat dilihat orang. Cuman itu 
yang saya lihat tentang kegiatan partai mas. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: setahu saya itu tidak ada, paling kalau ingin mengetahui harus 
datang kerumah atau ke kantor partai. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab: bisa datang ke kantor bisa datang kerumah atau biasa kumpul- 
kumpul ngopi gitu mas. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: ada juga partai yang datang ke masyarakat atau masyarakat yang 
mendatangi ke kantor, selain itu ya tidak ada. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
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Jawab: biasa nya dilakukan hanya dengan anggota partai secara personal. 
Jadi kalau dikatakan terbuka ya terbuka bagi siapa saja tetapi saat 
pengaduan tersebut secara face to face. Jadi kalau saya mengadu ya saya 
dengan partai yang tahu. Itu setahu saya saja mas. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab: emhh .. pernah, terkadang partai ketika menginformasikan lewat 
media sekaligus menambahkan alamat resmi. Agar masyarakat itu dapat 
mengakses informasi yang resmi, sekarang ini kan banyak media yang 
melakukan berita hoax. Biasa nya yang muncul di website itu hanya terkait 
kegiatan. Kalau laporan keuangan itu mungkin hanya untuk internal partai. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan msyarakat? 
 
Jawab: tanggapan partai baik dalam merespon, itu juga merupakan 
kerjasama antara partai dengan masyarakat. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
Jawab: ada mas itu, biasa nya kalau ada kegiatan LSM atau organisasi lain 
diundang untuk kebersamaan. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: itu jelas ada syarat-syarat tertentu. Organisasi itu ada yang pusat, 
cabang, ranting dan lain-lain. Mereka mendapatkan administrasi atau 
legitimasi  dari  atasan  mas.  Kalau  tidak  nanti  dianggap  ilegal.  Kalau 
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masalah laporan kampanya itu biasanya ke KPU Ngawi. Karna kalau 
laporan dana itu tidak disampaikan nanti bisa di diskualifikasi mas. Dan 
selama ini partai ikut dalam pilkada atau pemilu. Itu bererti mereka 
menyampaikan laporan dana kampanye. 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab:  saya  kurang  tahu  ya  mas,  tetapi  setahu  saya  setiap  kegiatan 
program kerja itu ada delegasi dari partai untuk melakukan pengawasan 
terkait berjalannya kegiatan. Cuman itu saja mas. 
Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: ya kalau kegiatan itu disesuaikan mas, selama ini ya tidak ada 
tanggapan dari masyarakat terkait kegiatan yang seupama saya melihat itu 
sebagai pemborosan dan tidak efektif. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab: kalau tanggungjawab partai ketika program itu ya semua selesai 
mas terkait kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Dan tidak ada keluhan dari 
masyarakat. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
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Jawab: bisa dikatakan aktif mas, kalau anggota yang masuk dalam 
struktural partai itu biasanya hadir dalam kegiatan. 
2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab: itu nanti bisa dilihat yang terbanyak terkait pemilihan mas, atau 
mungkin pengambilan dengan musyawarah. Itu biasa nya dilakukan dalam 
rapat partai. 
 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab: ya... itu bisa dikatakan dari fasilitas yang diberikan partai saat 
kegiatan mas. Ketika masyarakat merasa tidak kecewa ya itu biasa 
dikatakan efien dan efektif mas. Pas acara nonton bareng film Sang Kyai 
itu kan sukses menurut saya, partai tidak mengeluarkan dana yang besar 
dan masyarakat juga banyak yang datang. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: tanggunjawab itu berupa kegiatan  ya mas, kegiatan  yang tidak 
terlalu mewah yang menghabisakan dana rakyat, kegiatan yang tidak 
penting. Tapi selama ini kegiatan partai saya rasa masih diterima oleh 
masyarakat. 
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Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
Jawab:  kalau  pemborsan  partai  tidak  ada  mas,  selama  ini  mereka 
melakukan kegiatan ya sewajarnya masyarakat melihat mas, tidak terlalu 
mewah. Pencegahan itu dilakukan dengan melihat masuk dan keluarnya 
uang partai mas, dan dana itu kan ada banyak dari APBD, kampanye, terus 
bantuan-bantuan gitu harus dibedakan. Agar tidak rancu mas. Itu yang 
saya lihat mas. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
 
Jawab: selama ini saya belum tahu mas, kalau ada mungkin ya ada, tetapi 
belum dipublikasikan. 
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Lampiran 8 
 
 
 
 
Informan : Responden 7 
 
Hari/tanggal : Kamis, 27 juli 2017 
 
Jabatan : Masyarakat (Ketua RT Dusun Tempursari) 
 
Transparansi 
 
1.   Bagaimana partai menyediakan informasi tentang rencana dan kegiatan? 
 
Jawab: emh... ya jadi biasanya kalau perihal informasi partai tentang 
rencana kegiatan untuk masyarakat umum terutama saya sendiri itu tau 
dari pamflet, ya ada sebuah baliho yang dipasang pada sudut-sudut 
perempatan jalan. Biasanya disetiap RT itu ada yang ditempelkan semisal 
pada pos kampling. 
2.   Bagaimana   syarat   yang   ditentukan   partai   untuk   masyarakat   dalam 
mengakses informasi hasil kegiatan? 
Jawab: setahu saya tidak ada, kalau ingin tahu ya datang ke kantor atau 
kerumah para anggota. 
3.   Bagaimana cara agar dapat berinteraksi dengan anggota partai? 
 
Jawab: biasa nya ya sowan kerumah aggota partai menanyakan sesuatu 
yang  terkait  dengan  kebijakan  partai.  Kalau  saya  pribadi  ya  sowan 
kerumah anggota partai, bertemu langsung untuk mengetahui informasi 
lebih dalam. Salain itu untuk mengusulkan ide-ide atau masukan kepada 
anggota partai. Selain itu biasanya kan ada kegiatan masyarakat seperti 
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slametan atau kenduren, nah... saat istirahat itu dipakai sebagaian 
masyarakat untuk berinteraksi dengan angota partai. 
4.   Bagaimana cara partai memberikan sarana pengaduan? 
 
Jawab: . itu kan ada sosial media sebagai sarana pengadaun, tetapi saya 
pribadi lebih senang dengan sowan kerumah-rumah anggota, kita matur 
apa yang kita inginkan. Setahu saya beliau-beliau sangat terbuka. 
5.   Bagaimana cara partai memberikan informasi pengaduan secara terbuka? 
 
Jawab: kalau kemarin sih saat saya berkunjung kesana beliau mengatakan 
aspirasi dari saudara-saudara saya tampung dulu untuk dibahas dengan 
pengurus-pengurus yang lain untuk nanti hasilnya seperti apa nanti dapat 
dimusyawarahkan dengan masyarakat. 
6.   Bagaimana partai memberikan informasi melalui sarana tekhnologi? 
 
Jawab: kalau dari partai PKB ada, website nya ada, fanspage nya juga ada 
kemudian tweeter juga ada. Biasa nya partai mengupload rencana kegiatan 
dan hasil kegiatan itu. 
7.   Apakah yang dilakukan dalam merespon pengaduan msyarakat? 
 
Jawab: ketika saya sowan ke beliau biasanya beliau mengatakan ya nanti 
saya musyawarah kan terlebih dahulu untuk kesepakatan dari pengurus. 
Biasanya tidaklanjut itu kisaran waktu satu bulan. Kalau wilayah nya satu 
dapil kita ada pertemuan itu sekitar satu bulan untuk menindaklanjuti 
kesepakatan pengurus partai. 
8.   Media atau lembaga apa saja yang dilibatkan partai dalam penyebarluasan 
informasi? 
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Jawab: setahu saya ada GP Ansor, kemudian ada IPNU IPPNU, itu sih 
yang  biasanya  menginformasikan  kalau  ada  agenda  dari  PKB.  Namun 
kalau dari lembaga lain saya belum menemukan, karna dalam organisasi 
kan ada bagan-bagan mana yang bisa menyalurkan dan tidaknya. Takutnya 
nanti ada penyelewengan data dari pusat. 
Akuntabilitas hukum 
 
1.   Bagaimana cara partai mematuhi hukum dan peraturan terkait berdirinya 
partai? 
Jawab: yang pastinya itu kalau organisasi lingkupnya luas apalagi sebesar 
pertai politik pasti ada suratnya. Bahkan sekelas rantingpun harus 
mempunyai SK dari pusat, karna itu termasuk legal formal. 
2.   Bagaimana  partai  mengawasi  setiap  kegiatan  yang  dilakukan  anggota 
partai? 
Jawab: pasti nya mereka mengunakan SOP ya, pengawasan itu dilakukan 
biasanya beliau ketua memandatkan pengurus yang lain untuk memantau. 
Benar enggak sih pengalokasian dana tersebut. Sebagaimana SOP yang 
mereka punya, semisal pengajuan berapa juta pengalokasian berapa juta, 
nanti disurvei oleh pengurus yang lain.Itu setahu saya ketika melihat ada 
delegasi dari ketua untuk survei ke lokasi kegiatan dimasyarakat. 
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Akuntabilitas manajerial 
 
1.   Bagaimana cara pengelolaan kegiatan organisasi secara ekonomis, efisien 
dan efektif? 
Jawab: kalau dari pihak partai sendiri sangat meminimalisir takutnya nanti 
ketika acara itu mewah nanti ada indikasi pemborosan partai. Selama saya 
tahu sangat ekonomis, efisien dan efektif, karna tidak terlalu wah dalam 
pelaksanaan kegiatan. Mereka melakukan kegiatan yang sederhana dan 
mengena dimasyarakat. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi terhadap program yang 
dilaksanakan? 
Jawab: kalau pengawasan ada. Sudah dijelaskan bahwa ada follow up dari 
patai  setiap  bulannya.  Namun  itu  ketika  ada  program  yang  belum 
terlaksana maka pengurus akan menindaklanjuti dan bermusyawarah 
dengan masyarakat nantinya seperti apa. Walaupun ending nya tetep 
digodog lagi oleh internal partai. 
 
Akuntabilitas program 
 
1.   Bagaimanacara organisasi melihat kepengurusan yang aktif? 
 
Jawab: kalau menurut saya aktif, walaupun ada satu dua pengurus yang 
kurang aktif. Entah itu beliau kurang aktif nya karna malas atau memang 
ada kesibukan diluar. Karna setiap bidang itu kan ada tugas nya semisal 
PR  (Public  Relations)  sebagai  penyambung  lidah  rakyat.  Ada  juga 
pengurus  yang  bertugas  sebagai  diplomasi  antar  partai  untuk  menjalin 
kerja sama. Menurut saya mayoritas pengurus aktif. 
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2.   Bagaimana  cara  pengambilan  kebijakan  sehingga  disetujui  oleh  semua 
anggota? 
Jawab:  ya  kalau  biasanya  mereka  mengatakan  musyarawah  mufakat, 
beliau mengatakan itu pada forum-forum atau pengajian didaerah. Jadi 
dalam pengurus sendiri mengacu pada musyawarah mufakat. Itu setahu 
saya saat menghadiri forum-forum mas. 
 
Akuntabilitas kebijakan 
 
1.   Bagaimana kebijakan pengelolaan uang publik secara ekonomi, efesien, 
dan efektif? 
Jawab: menurut saya  ya efektif mas dengan  melakukan kegiatan  yang 
tidak wah, dan selama ini tidak ada setiap kegiatan yang bagi-bagi amplop. 
Karna nanti ada indikasi penyalahgunaan dana publik, sehingga merugikan 
citra partai sendiri. 
2.   Bagaimana tanggungjawab organisasi dalam pengelolaan keuangan 
organisasi? 
Jawab: kalau masalah rincian dana itu saya kurang tahu, karna itu untuk 
persoalan internla partai. Kalau saya dari masyarakat ya hanya melakukan 
kegiatan kemudian mengajukan proposal pencairan dana kepada partai, ya 
cuman itu. 
 
Akuntabilitas finalsial 
 
1.   Bagaimana cara organisasi melakukan penghindaran pemborosan, 
kebocoran, dan korupsi? 
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Jawab: setahu saya penghindaran pemborosan itu dilihat dai kehidupan 
para anggota ya, karna saya melihat anggota atau pimpinan DPC itu biasa- 
biasa. Kalau kehidupan mereka terlalu mecolok pasti masyarakat melihat 
dari mana uang itu, karna gaji DPC itu berapa sih mas? Masih banyak gaji 
pimpinan  kelurahan  kalau  dihitung.  Ya  seperti  tadi,  menurut  saya  di 
daerah itu tidak terlalu wah, mungkin dari partai sendiri membatasi, oh.. 
ini uang untuk partai, ini untuk kampanye, ini untuk kegiatan sosial dan itu 
harus di plot kan sesuai dengan SOP partai sendiri. 
2.   Bagaimana partai mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat? 
 
Jawab: setahu saya tidak ada, masyarakat hanya tahu pembagian atau 
pencairan dana dari partai itu berapa, tentang rinciannya saya tidak tahu. 
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Lampiran 9 
 
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA 
KABUPATEN NGAWI 
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE 
POLITIK PESERTA PEMILU 2014 
 
Nomor Uraian Rp Unit Keterangan 
A. Saldo -   
1. Kas di Rekening 3.500.000   
2. Kas di Bedahara 2.000.000   
3. Barang -   
4. Tagihan Kepada -   
5. Utang -   
     
B. Penerimaan Tanggal 9 Januari 
2013- 13 April 2014 
372.920.693   
1. Partai Kebangkitan Bangsa 23.000.000   
2. Para Calon Legislatif ( total 
penerimaan) 
-   
 Periode 1 51.000.000   
 Periode 2 134.634.965   
 Periode 3 164.285.728   
3. Sumbangan Perseorangan -   
4. Sumbangan Kelompok 1 
(Kelompok Organisasi non 
Pemerintah, Kelompok sosial, 
kelompok keagamaan) 
-   
5. Sumbangan Badan Usaha -   
6. Lain-lain Komitmen -   
C. Pengeluaran Tanggal 9 Januari 
2014 – 13 April 2014 
369.420.693   
1. Pengeluaran  Operasi 369.420.693   
 a. Pertemuan Terbatas 6.500.000   
 b. Pertemuan Tatap Muka -   
 c. Media massa cetak dan media 
masa electronik 
-   
 d. Penyebaran bahan kampanye 
kepada umum 
-   
 e. Pemasangan alat peraga 
ditempat umum 
2.600.000   
 f. Rapat umum 10.400.000   
 g. Kegiatan lain yang tidak 
melanggar kegiatan kampanye 
-   
 h. Pengeluaran Kegiatan -   
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 Kampanye caleg    
 Periode I 51.000.000   
 Periode II 134.634.965   
 Periode III 164.285.728   
     
2. Pengeluaran Modal -   
 a. Pembelian Kendaraan -   
 b. Pembelian peralatan -   
 c. Lain-lain -   
     
3. Pengeluaran Lain-lain -   
 a. Pemberian Piutang -   
 b. Pembayaran Utang -   
     
D. Saldo per 13 April 2014 5.500.000   
1. Kas di Rekening 3.500.000   
2. Kas di Bendahara 2.000.000   
3. Barang -   
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LAMPIRAN `10 
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Lampiran 11 
 
 
 
 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
Nama : Alfian Ibnu Sina 
 
Tempat, tanggallahir  : Ngawi, 26 Desember 1993 
 
Alamat : Tempursari, Tambakboyo, Mantingan, Ngawi. 
Nama Orang tua : 
Ayah : Rohim Sutrisno 
 
Ibu : Siti Nurul Badriyah 
 
Pekerjaan Orang tua : 
 
Ayah : Wiraswasta 
 
Ibu : Wiraswasta 
 
Agama : Islam 
 
 
 
Pendidikan Formal: 
 
1.   SD Negeri 1Gondang 
 
2.   SMP Negeri 1 Gondang 
 
3.   SMA Negeri 1 Gondang 
 
4.   IAIN Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Akuntansi 
 
Syriah 
 
Pendidikan non Formal: 
 
1. PondokPesantrenAl-Mansur Popongan Klaten 
 
Pengalaman Organisasi 
 
1. Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) 
